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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang bahwa untuk melaksanal€n ketentuan Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2O2O-2040;

Mengingat Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu-n 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturaa Penrndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l l
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2O 10 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Perafuran Pemerintah Nomor E Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun
2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
60a2l;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012
tentang Pedoman Penlnrsunan Perafuran Daerah
tentang Rencana Tata Ruaflg Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 647);

1 I . Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Ralcangaa Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun
2OL7 lentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1854);
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13. Peraturan Menteri Agraria dan ?ata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2O18
tentang Pedoman Penyr.rsunan Reneana Tata Ruang
Wilayah Provinsi , Kabupaten dan Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019
tentang Peran Maeyarakat Dalam Perencanaan Tata
Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indoneeia Tahun
2019 Nomor 167);

15, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
Tahun 2O18 - 2038 (l,embaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O - 2O4O.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, rueng laut dan ruang

udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

5, Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Reneana tata ruang addatr hasil perencanaan tata ruang.
7 . Strulrtur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonoml masyarakat yEurg sccara hierarkie memiliki
hubungan fungsional.
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8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang ddam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan penrntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

9. Penataan ruang adalah suafu sistem proses perencana:rn tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Pemanfaatan rueng adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dar
pola nrang sesuai dengan rencana tata ruang melaJui penyultunan dan
pelaksanaan progrem beeerta pembiayaannya.

11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata nrang seouai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administra6f dan/atau aspek fungsional.

13. Kawasan adalah wilay.h yrrrg memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

14. Kawasaa lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumbcr daya
alam dan sumber daya buatan.

15. Hutan produlsi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

17. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah
kawasan kawasan yang ditetapkan denga"n fungsi utama melindungi
kawasan bawatra.nnya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan
bergambut dan kawasan resapan air,

18. Kawasan perlindungan sctempat adalah kawasaa lindung yang meliputi
sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata
air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lskal.

19. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan
fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian
sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap
memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

20. Kawasan hutan produksi adalah kawasan huta-n yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

21. Kawasan pertanian adaiah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan
pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan.

22. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap,
kawasan peruntukan pcrikanan budidaya, kawasan pengolahan dan
pernasaran hasil perikanan dal sara-na dan prasarana perikanan.

23. Kawasan perunfukan industri adalah daerah khusus yang disediakan
oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.

24. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya
tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam,
dan lingkungan.

25, Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

26. Kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang merupd(an bagian
dari kawasal budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau
hunian.

27. Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang
mempakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk
pengembalgal kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusalra, tempat hiburan dan relaeasi.
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28. Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan
pelayanan pemerintahan dan tcmpat bekerja/berusaha, tempat bcrusaha,
dilengkapi dengan fasilitas umum / sosial pendukungnya.

29. Kawasan peribadatan adalah peruntukan nrang yang merupekan bagian
dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mennmpung sarana
ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan
jumlah penduduk.

30. Kawasan pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budrdaya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan
dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal,

31. Kawasan kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budidaya yang dikembangkai untuk pengembangan sarana
kesehatan dengan hierarki dan skala pelayana-n yang disesuaikan dengart
jumlah penduduk yang akan dilayani.

32. Kawasan olah raga adalah peruntukan ruang ya-ng merupakan bagian
dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mcnampung sarana
olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan
lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang
discsuaikan dengan jumlah penduduk.

33. Kawasan transportasi adelah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi
trangportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan
sistem transportssi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang
meliputi transportasi darat, udara, dan perairan,

34. Kawasan sumber daya air adalah peruntukan ruang yang yang berunrjud
alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air
untuk dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air.

35. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan kerena mempunyai penganrh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.

36. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sange.t penting dalam lingkup
Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.

37. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari Kota dan/ atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu
disusun Rencana Detail Tata Ruangnya, sesuai arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW Kota yang bersangkutan.

38. hrsat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat
pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh
wilayah kota dan/ atau regional.

39. Sub Pusat Pelayaaan Kota, yang selanjutnya disebut SPPK merupakan
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani
BWP;dan

40. Pusat Lingkungan, yang selanjutnya disebut PL merupakan pusat
pelayanan ekonomi, sosial dan/ atau administrasi lingkungan
permukiman kecamatan / kelurahan.

41. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42, Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
43, Peran masyarakat adalah partisipasi alrtif masyarakat dalam perencanaan

tata ruang, pemalfaatan ruang, dan pengendallan pemanfaatan ruang.
44. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan
pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

45. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
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Ruang di Kota Pekanbaru dan mempunyai fungsi membantu tugas
Walikote daiam koordinasi penataan ruang di daerah.

46. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adplah
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan
geogralis beserta segenap unsur terkait yeng batas dan sistemnya
ditentuka-tr berdasarkan aspek administratif.

47. Rencala Tata Rualg Wilayah Provinsi, yalg selanjutnya disingkat RTRWP
adalah Rencala Tata Ruang Provinsi Riau.

48. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan
antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan /tanah
perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Lingkup wilayah perenc€rnaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah kota
yang mencakup 15 (lima belas) kecamatan dengan luas keseluruhan
sebesar 63.899,59 Ha (enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh
sembilan koma lima puluh sembiian hektar).

(2) Secara geografis wilayah kota terletak antara 101019' 23.tt" Bujur Timur
sampai dengan 101036' 19,08" Bujur Timur dan OD25' 13,42" Lintang Utara
sampai dengan Oo4L' 27,53" Lintang Utara.

(3) Batas wilayah kota, meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak darr Kabupaten

Pelalawan;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;dan
d. sebelah selata-n berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

l4l Wilayah perencanaan kota, meliputi:
a. Kecamatan Bukit Raya;
b. Kecamatan Lima R uh;
c. Kecamatan Marpoyan Damai;
d. Kecarnatan Payung Sekal<i;
e. Kecamatan Pekanbaru Kota;
f. Kecamatan Rumbai;
g. Kecamatan Rumbai Timur;
h. Kecamatan Rumbai Barat;
i. Kecamatan SaiI;
j. Kecamatan Senapelan;
k. Kecamatan Sukajadi;
L Kecamatan Bina Widya
m. Kecamatan Tuah Madani;
n, Kecamatan Tenayan Raya;dan
o, Kecamatan Kullm.
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Pasal 3

Muatan RTRW Kota Pekanbaru meliputi:
a. tujuan, kebijalan, dan strategi penataan ruarrg wilayah kota;
b. rencana struktur ruang wilayah kota;
c. rencana pola ruang wilayah kota;
d. penetapal kawasan strategis wilayah kota;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
g. kelembagaan penataan ruang;
h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuanlain-lain;
L ketentuan pera.lihan;dan
m. ketentuan penutup,

BAB III
TUJUAI{, KEBIJAI(AN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WII"AYAH KOTA

Bagian Kesatu
Trrjuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataar ruang daerah adalah mewujudkan tata ruang kota yang
aman, nyalnan, produlctif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sebagai
kota pusat perdagaagan dan jasa, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan
melayu.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang qrilayah kota, meliputi:
a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki

dan merata;
b. peningkatan lnralitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan

utilitas umum;
c. pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar

sistem pergerakan internal dan mendulorng interd<si dengan wilayah
sekitar;

d.pelestarian/penguatan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga
keseimbangan ling:kungan hidup perkotaan;

e. pengendalian perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan
fungsi kawasan yang optimal;

f. pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial darl budaya, serta fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup;dan

g. peningkatan peran kawasan trntuk p€rtaharan dan keamanan Negara.
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Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya,
berhirarki dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a,meliputi:
a. memantapkan fungsi Kota Pekanbaru sebagai PKN (Pusat Kegiatan

Nasional) dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur sumatera;
b. menetapkan sistem pusat-pusat kegiatan dengan penekanan pada

fungsi tertentu;dan
c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan

prasarana kota yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan
sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hun:f b, meliputi:
a. meningkatken sarane lingkungan di seUap pusat kegiatan sesuai

fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
b. mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu yang

mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringar energi;
d. mengembaagkan dan meningkatkan sistem jsringan telekomunikasi;
e. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air;
f. meningkatka"n pelayanan sistem penyediaan air minum;
g. mengembahgkan sistem drainase;
h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah

domestik;
i, mengembangkan sistem jaringan persampahan kota;
j. mengembangkan sistem jaringan evdcuasi bencana;
k, mengembangkan sistem pengelolaen limbal bahanberbahaya dan

beracun (E}3);da:r

l. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan
kaki.

(3) Strategi pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk
memperlancar sistem pergerakan internal dan mendukung interaksi
dengan wilayah sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
adalah:
a. mengehbangkal jaringan jalan yang dapat meningkatkan interaksi

antar wilayah;
b. mengembangkan jalan lingkar kota;
c. meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan jalan dalam kota;
d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung

pengembalgan sistem transportasi massal;
e. mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan

perdagangan dan jasa;dan
f. meningkatkan fungsi terminal,
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(4) Strategi pelestarian/penguatan fungsi-fungsi kawasan iindung untuk
menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah:
a. mempertahankan dan menjaga kawasan lindung;
b. meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minirnal 30% dari luas

kota;dan
c. melestarikan dan melindungi kawasan dan barrgunan cagar budaya.

(5) Strategi pengendalian perkembangan kawasan budidaya dan
mengembangkan fungsi kawasan yang optimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 5 huruf e, adalah;
a. mengeadalikaa perkembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung

dan daya tampung lingkungan;
b. menetapkan dan menjaga lahan pertenian;
c. mengembangkan kawasan perumahan;
d, menata dan mengembangkan kawasal perdagangan dan jasa seeara

merata sesuai dengar fungsi pelayanan kawasan;
e. mengembanga:r kawasan perklrntoran
f. mengembangkan kawasan induetri dan pergudangan
g. mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam kota serta

mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
h. mengembangkal dan meningkatkan pariwisata;
i. mengembangkan kawasan pelayanan umum secara merata sesuai

dengan fungsi pelayanan kawasan;
j. mengembangkan ruang evakuasi bencana;dan
k. mengembalgkan dan menata ruang untuk sektor informal untuk

mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor
pariwisata-

(6) Strategi pengembanganKawasan Strategis Kota yang ditetapkan
berdasarkan sudut kepentingaa pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah :

a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pedumbuhan
ekonomi;

b. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya;dan

c. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.

(7) Strategi peniagkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunrf g, meliputi:
a mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi

khusus pertahanan dan keamanan;
b mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan

disekitar kawasan pertahana:r dan keamanan;
c mengembarrgkarr kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya yang

tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona
penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan
budidaya terbangun;dan

d turut menjaga dan memelihara aset - aset Pertahanan /TNL
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WII"AYAH KOTA

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 7

(l) Rencana sruktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b,disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.

(21 Rencana stnrktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. pusat kegiatan di wtlayah Kota;dan
b. sistcm jaringan prasarana.

(3) Rencana struktur nrang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan ddarn peta dengan tingkat ketelitiafl 1:25.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
UdaI< terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a, meliputi:
a. pusat pelayanan kota;
b. subpusat pelayanan kota;dan
c. pusat lingkungan.

{21 Pusat pelayanan kota sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. pusat pelayanan kota pusat kota;dan
b. pusat pelayanan kota tenayan raya.

(3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi;
a. sub pusat pelayanan kota senapela:r;
b, sub pusat pelayanan kota nrmbai barat;
c. sub pusat pelayarran kota rumbai timur;
d. sub pusat pelayanan kota bina widya;dan
e. sub pusat pelayanaa kota lnrlim.

(1) huruf c,

(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan danlatau kelurahan,
meliputi:
a. Kceamatan Pekanbam Kota;
b. Xecamatan Sail;
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Bagian Kedua
Rrsat Kegiatan di wilayah Kota



c.
d.
e.

f.

h.
i.
j.
k.
l.
m,
n.
o.
p'
q.

s.
t.
u.

w,
x.

v.
z,

aa.
bb.
cc,
dd,
ee.

ff.

cc.
hh.
ii.
jj.
ld<.

11.

mm. Kelurahan
nn. Kelurahan
oo. Kelurahan
pp. KelurahaJr
qq. Kelurahan
rr. Kelurahan
ss. Kelurahan
tt, Kelurahan
uu, Kelurahan
w. Kelurahan
ww. Kelurahan
xx, Kelurahan
yy. Kelurahan
zz, Kelurahan

Sungai Ukai;
Tebing Tinggi Okura;
Air Putih;
Bina Widya;
De1ima;
Sialang Munggu;
Sidomulyo Barat;
Simpang Baru;
Tobek Godang;
Ttrah Karya;
T\rah Madani;
Bambu Kuning;
Bencah l,esung;
Industrl Tenayan;

Kecamatan Lima puluh;
Kecamatan Sukajadi;
Kelurahan Kampung Bandar;
Kelurahan Air Dingin;
Kelurahan Simpang Tiga;
Kelurahan Tangkerang Labuai;
Kelurahan Talgkeang Selatan;
Kelurahan Tangkerang Utara;
Kelurahan Maharatu;
Kelurahan Perhentian Marpoyan;
Kelurahan Sidomulyo Timur;
Kelurahan Tangkerang Barat;
Kelurahan Tangkerang Tengah;
Kelurahan Wonorejo;
Kelurahan Air Hitam;
Kelurahan Bandar Raya;
Kelurahan Labuh Baru Barat;
Kelurahan Labuh Baru Timur;
Kelurahan Sungai Sibam;
Kelurahan Tampan;
Kelurahan Tirta Siak;
Kelurahan Agro Wisata;
Kelurahan Maharani;
Kelurahan Muara Faja Barat;
Kelurahan Muara Fajar Timur;
Xelurahan Palas;
Kelurahan Rantau Panjang;
Kelurahan Rumbai Bukit;
Kelurahan Sri Meranti;
Kelurahan Umban Sari;
Kelurahan Lembah Damai;
Kelurahan Lembah Sari;
Kelurahan Limbungan;
Kelurahan Limbungan Baru;
Kelurahan Meranti Pandal<;
Kelurahan Sungai Ambang;
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21

huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan tralsportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air;dan
e. infras truktur perkotaan.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringal Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a,
meliputi:
a. sistem jaringaJr traasportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut;dan
e. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan trarisportasl darat sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 10
huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;dan
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 12

(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dirnaksud dalarn Pesd 11 hunrf a,
meliputi:
a. jaringan jalan naeional;
b. jaringan jalan provinsi;
c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;

t2

aaa. Kelurahan Kulim;
bbb. Kelurahan Melebr-mg;
ccc. Kelurahan Mentangor;
ddd. Kelurahan Pebatuan ;

eee. Kelurahal Pematang Kapau;
fff. KelurahanRejosari;
sgg. Keluraha Sialang Rampai;
hhh. Kelurahan Sialang Sakti;
iii. KelurahanTangkerangTimur;dan
iii, Kelurahan Tuah Negeri.

Pasal 9



d, jalan khusus;
e. terminal penumpang;dan
f. terminal barang.

(2) Jaringan jalal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. Jalan Arteri Priaer (JAP), meliputi:

1. Ruas Jalan Siak II (Pekanbaru);
2. Ruas Jalan Sudirman;
3, Ruas Jalan Subrantas (Pekanbaru) - Batas Kab. Kampar;
4. Ruas Jaian SP. Kayu Ara - Batas Kab, Pelalawan;
5. Ruas Jalan SP. Air Hitam - SP. Gemal Menabung (Pekanbaru);dan
6. Ruas Jalan SP. Palas - Batas Kab/Batas Kota Pekanbaru.

b, Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) meliputi Ruas Jalan Kaharudin
Nasution {PK. Baru) - Marpoyan (J1. TL. Kuartar),

e . jalan tol, meliputi:
1. Pekanbaru - Kaadis - Dumai;
2. Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi;dan
3. Rengat - Pekanbam.

(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), meiiputi:

L Ruas Jalart Akses Siak IV (Pekanbaru);
2. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
3. Ruas Jalan H.R. Subraatas (Pekanbaru);
4. Ruas Jalan Hang T\rah (Pekanbaru);
5. Ruas Jalan Riau (Pekanbaru);
6. Ruas Jalan Riau Ujung (Pekanbaru);
7 - Ruas Jalan S.M. Amin (Pekanbaru);
L Ruas Jalan Soekarno-Hatta (Pekanbaru);
L Ruas Jalan SP. Sudirman (Harapan Raya ) - SP. Kayu Ara;
10. Ruas Jalan T\ranku Tambusai (Pekanbaru);
I l. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
12. Ruas Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru);
13, Ruas Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan;
14. Ruas Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan;dan
15. Ruas Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak.

b. jaringan Jalan Koiektor Primer figa (JKP-3), meliputi:
1, Ruas Jalan Badak - SP, Kawasan Industri Tenayan;dan
2. Ruas Jalan Naga Sakti (Pekanbaru).

(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. jaringan jalan artcri sckunder;
b. jaringan jalan kolektsr sekunder;dan
c. jaringan jalan lokal sekunder.
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(5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, dan huruf b,dijabarkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(6) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:
a. Ruas Jalan Ke Bandara SSK II;
b. Ruas Jalan Pekanbaru By-Pass;dan
c. Ruas Jalan Komp. Caltex.

(1) huruf d,

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

meliputi:
a. terminal tipe A di Kecamatan Payrng Sekaki;dan
b. terminal tipe C, terletak di :

1. Kecamatan Senapelan;
2. Kecamatal Rumbai;
3. Kecamatan Rumbai Barat;
4. Kecamatan Sukajadi;
5. Kecarnatan Kulim;
6. Keeatratan TUah Madani;dan
7. Wilayah pcrbatasan Kota Pckanbaru logian eelatan dl Kecamatan

tueh Madani.

(8) Terminal barang sebagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di
Kecamatan Kulim.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan kereta api sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
b, meliputi:
a. jaringal jalur kereta api;dan
b. stasiun kereta api.

(21 Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
meliputi:
a. jaringan jalur kereta api antarkota untuk melayani perpindahan

orang dan/ atau barang dari satu kota ke kota yarg lain, terdiri atas :

1. Pengembangan jalur utama yaitu jalur Duri - Pekanbaru;
2. Pengembangan jalur lokal yaitu jalur Pekanbaru - Perawang -

Tanjung Buton dan jalur Pekanbaru - Buatan - Tanjung
Buton;dan

3. Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antarkota yaitu
jalur Jambi - Pekanbaru.

b. jaringan jalur kereta api perkotaan untuk melayani perpindahan
orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik yang berada di
seluruh wilayah kota.

(3) Stasiun kereta api sebagairnana dimalsud pada ayat (l) huruf b, bcrada
di seluruh wilayah kota.
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Pasal 14

(2) AIur Pelayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) huruf a, meliputi
alur pelayaran Sungai Siak.

(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b,meliputi pelabuhan sungai dal danau pengumpul yang berada di
Kecamatan Lima Puluh.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
hurrf b,meliputi pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kota yaitu
pelabuhan pengumpan regional yang berada di Kecamatan Tenayan Raya.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1O hunrf c, meliputi:
a, bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada

wilayah kota;daa
b. rrang udara unhrk penerbangan.

(21 bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada
wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a,meliputi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sebagai bandar udara pengumpul
skala peiayanan primer yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai.

(3) Ruang udara untuk penerbangasr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk

kegiatan bandar udara;dan
b. ruaag udara di sekital bandar udara yang dipergunakan untuk operasi

penerbangan.

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimans dimaksud dalam Pasal t huruf b,
meliputi:
a, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,
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(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l 11 huruf c, meliputi:
a. alur pelayaran;dan
b, pelabuhan sungai dan danau,



Pasai 18

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a, meliputi:
a. jaringan yang menyalurkan minyal dan gas bumi dari fasilitas produksi ke

kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpananadalah jaringan pipa gas

Perawang - Pekanbaru dari jaringan pipa transmisi Grissik - Duri;daa
b. jaringan ya:rg menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen

adalah jariagan pipa distribusi melayani di seluruh wilayah kota,

Pasal 19

(1) Jaringan infrd<stnrktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf b, meliputi:
a. infrastnrktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana

pendukungnya;dan
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pedukungnya.

l2l Infrastniktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Tenayan

Raya;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) yang berada di

Kecamatan Tenayan Raya;
c. Pembengkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di Kecamatan

Lima Puluh;dan
d" Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berada di Kecamatan Ltma

Puluh.

(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pedukungnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hunrf b, meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik

antar sistem, meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)dari Payakumbuh ke

Perawang melewati Kecamatan Rumbai, Kecamatar Rumbai Timur,
dan Kecamatal Rumbai Barat;

2. Saluran Kabel Tegangan Tinggr (SKTT) Garuda Sakti - Gas Insulated
SwitchgearfGlS) Kota Pekanbaru;dan

3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berada di :

a) SUTI dari PLTU Tenayan - GI Teluk Lembu,GI Teluk Lembu - GI
Garuda Sakti dan GI Geruda Sakti - GI Baiai Pungut;dan

b) SUTT dari PLTU Tenayan - GI Pasir Putih , GI Pasir Putih - GI
Garuda Sakti dan GI di Kecamatan Rumbai.

b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
1. Salural Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di seluruh

wilayah kota;
2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) berada di selunrh

wilayah kota;dan
3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTI\,I) berada diseluruh wilayah

kota.
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c. Gardu Induk (GI), meliputi:
1. GI Garuda Sakti yang terletak di Kecamatar Bina Widya;
2- GI Teluk lembu yang terletak di Kecamatan Lima Puluh;
3. GINew Garuda Sakti yang terletak di Kecamatan Rumbaj;dan
4. Gas Insulated Stuitchgeor (GIS) Kota Pekanbaru.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9
huruf c,dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kota, meliputi:
a, jaringan tetap;dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di
seluruh wilayah kota.

(4) Ketentuan mengenai sistem jaringan telekomunikasi akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturaa Walikota.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 2 1

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 9
huruf d, meliputi;
a, sistem jaringal sumber daya air lintas kabupat en /kota yang berada di

wilayah kota;dan
b. sistem jaringan sumber daya air kota.

{21 Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupat en /kota, yang berada di
wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a, meliputi:
a. sumber air, berada di :

1. Sungai Siak;
2. Sungai Sail;
3, Sungai Kelulut;
4. Sungai Sibanr;
5, Sungai Tdcuana;
6. Sungai Pendanau;
7. Sungai Ukai;dan
8. Sungai Lukut.
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(3) Ja:ingan bergerak sebagaima:ra dimaksud pada ayat (i) huruf b, meliputi:
a. jaringan bergerak terestrial berada di seluruh wilayah kota;
b. jaringan bergerak seluler berada di seluruh wilayah kota;dan
c. jaringan bergerak satelit berada di seluruh wilayah kota.



b. prasarana sumber daya air meliputi jaringan air baku untuk air bersih,
berada di :

1. Kecamatan Payung Sekaki;dan
2. Kecamatan Rumbai Barat.

(3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. sumber air , meliputi:

1, Sungai, berada di :

a) Sungai Air Hitam;
b) Sungai Tenayan;
c) Sungai Limbungan;
d) Sungai Rumbai;
e) Sungai Senapelan;
0 Sungai Umban;dan
g) SungaiAmbang.

2. Danau atau Waduk, berada di :

a) Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur;
b) Waduk Perkantoran Tenayan Raya di Kecamatan Tenayan

Raya;dal
c) Waduk Cipta Karya / Matras di Kecamatan T\rah Madali.

b. prasarana sumber daya air, meliputi:
1. Sistem pengendalian banjir, meliputi:

a) Turap pengatuan sungai berada di seluruh udlayah kota;
b) Kolam retensi berada di seluruh wilayah kota;
c) Pintu air, berada di:

1) Kecamatan Senapelan;
2) Kecamatan Lima Puluh;
3) Kecamata"n Payung Sekaki;
4) Kecamatan ?enayan Raya;
5) Kecamatan Rumbai;dan
5) Kecamatan Rumbai Timur.

d) Pompa banjlr, berada di;
1) Kecamatan Senapelan;
2) Kecamatan Lima hrluh;
3) Kecamatan Payung Sekaki;
4) Kecamatan Tenayan Raya;
5) Kecamatan Rumbai;dan
6) Kecamatan Rumbai Timur.

2, Jaringan air baku untuk air bersih berada di Kecamatan Rumbai
Timur dan Kecamatan Tenayan Raya,
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Paragraf Kelima
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud ddam Pasal t huruf e,

mellputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);
d. sistem jaringan persampahan kota;
e. sistem jariagan wakuasi bencana;
f. sistem drainase;
g. sistem jaringan pejalan kaki;dan
h. sistem jaringan prasarana iainnya.

Pasal 23

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 hunrf a,meliputi:
a, SPAM Regional;dan
b. SPAM Wilayah Kota.

(2) SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu SPAM
Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar benrpa jaringan perpipaan, meliputi:
a. unit air baku, berada di Sungai Kampar, Kabupaten Kampar;
b- unit produksi, berada di Kabupaten Katnpar;
e. unit distribusi, berada di Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Bina

Widya, Kecamatan Marpoyal Damai, dan Kecamatan Bukit Raya;dan
d. unit pelayanan, berada di Kecamatan Tlrah Madani, Kecamatan Bina

Widya, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Bukit Raya,

(3) SPAM Wilayah Kota sebagaimana dimaksud
meliputi:
a. jaringan perpipaan;dan
b. bukan jaringan perpipaan.

pada ayat (1) huruf b,

(4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:
a, unit air baku, meliputi:

1. Sungai Siak;
2. Sungai Takuana;
3. Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur;dan
4. Waduk Perkantoran di Kecamatan Tenayan Raya.

b. unit produksi, berada di :

1. Kecamatal Pa3nrng Sekaki;
2. Kecamatan Rumbai;
3. Kecamatan Rumbai Timur;dan
4. Kecamatan Tenayan Raya.

c. unit distribusi berada di seluruh wilayal kota;dan
d. unit pelayanan berada di seluruh wilayah kota.
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(5) Bukaa jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:
a. sumur dangkal berada di seluruh wilayah kota;
b. sumur dalam berada di seluruh wilayah kota;dan
c. surnur pompa berada di seluruh wilayah kota;

(3) huruf b,

Pasal 24

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
a. Insta.lasi Pengolatran Air Limbah (IPAL) berada di Kecamatan Tenayan Raya,

dan Kecamatan Rumbai Timur;
b. Instalasi Pengolalran Lumpur Tinja (IPLT berada di Kecamatan Rumbai

Barat, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Tenayan Raya;dan
c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal terBebar di eeluruh

u.ilayah kota.

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi pengelolaan limbah 83 terletak di
Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoya.n Damai, Kecamatan Rumbai,
dan Kecamatan Rumbai Barat.

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan kota sebagaimala dimaksud dalam Pasal 22
huruf d,meliputi:
a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berada di seluruh wilayah

kota;dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem saaitari Landftlberad.a di

Kecamatan Rumbai Barat.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf e, meliputi;
a. jalur evakuasi bencana;dan
b. ruang eval asi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
meliputi:
a. Jalan Yos Sudarso dan Jalan Umban Sari menuju Lapangan Politeknik

Caltex Riau di Kecamatan Rumbai;
b. Jalan Yos Sudarso dan Jalan Akses Siak IV menuju Stadion Kaharudin

Nasution di Kecamatan Rumbai;
c. Jalan Panglima Undan dan Jalan Kesehatan menuju Lapangan Bukit di

Keluralran Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan;
d. Jalan Naga Sakti dan Jalan Muchtar Lutfi (Komplek Universitas Riau)

menuju Kawasan Stadion Utama Riau di Kecarnatan Bina Widya;
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e. Jalan Ahmad Yani dan Jalan Riau menuju Kawasan RTH Tunjuk Ajar
Integritas di Kecamatan Senapelan;

f. Ja1an Jendra1 Sudirman menuju Kawasan RTH Putri Kaca Mayang di
Kecamatan Sail;dan

g. Jalan Badak dan Jalan Lingkar lOuter Ringroa@ menuju Lapangan
Perkantoran Tenayan Raya di Kecamatan Tenayan Raya.

(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b,berupa lapangan terbuka sebagai tempat bekumpul yaitu Lapangan
Politeknik Ca-ltex Riau, Stadion Kaharudin Nasution, Lapangan Bukit,
Kawasan Stadion Utama Riau, Kawasan RTH Putri Kaca Mayang, Kawasan
RTH Tunjuk Ajar Integritas, dan Lapangan Perkantoran Tenayan Raya yang
dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

Pasal 28

(1) Sistem drainase sslagaifilsns dimaksud dalam Pasal 22 ht:rttf f, berupa
sistem jaringan drainase, meliputi:
a. jaringan primer;
b. jaringan sekunder;dan
e. jaringan tersier

(2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sungai Siak;
b. Sungai Sail;
c. Sungai Kelulut;
d. Sungai Sibam;
e. Sungai Takuana;
f. Sungai Pendanau;
g. Sungai Ukai;
h. Sungai Lukut;
i. Sungai Air Hitam;
j. Sungai Tenayan;
k. Sungai Limbungan;
1. Sungai Rumbai;
rn. Sungai Senapelan;
n. Sungai Umban;
o. Sungai Ambang;
p. Sungai Teleju;dan
q, Sungai Sago.

(3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a, sungai kecil/ arrak sungai;dan
b. saluran/parit pada jaringan jalan art€ri dafl jalan kolektor yang menuju

sungai-sungai jaringan primer.

(4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,meliputi
saluran/parit pada jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang menuju
jaringan sekunder.
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Pasal 29

(1) Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l 22 hurrf g,meliputi:
a. jaringan pejalan kaki pada kawasan;dan
b. jaringan pejalan kaki pada jaringan jalan.

(2) Jaringan pejalan kaki pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
huruf a, meliputi:
a. kawasan perdagangan dan jasa;
b. kawasan perkantorari;
c. kawasaa pendidikan;
d. kawasan peribadatar;
e, kawasan kesehatan;
f, kawasan olahraga;
g. kawasan transportasi;dan
h. kawasan Rualg Terbuka Hijau (RTH).

(3) Jaringan pejalan kaki pada jaringan jalan sebagaimaaa dimal<sud pada
ayat (1) hurufb, berada di:
1, Jdan Jenderd Sudirman;
2. Jalan Patimura;
3. Jalsn Gajah Mada;
4. Jalan Kartini;
5. Jalan Hang T\rah;
5. Jalan KH. Wahid Hasyirn;
7. Jalan Gatot Subroto;
8. Jalan ZaineJ Abidirr;
9, Jalan Teuku Umar;
lO. Jalan Setia Budi;
11. Jalan Tanjung Dahrk;
12. Jalan Cut Nyak Dien;
13, Jalan Pangeran Hidayat;
14. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
15. Jalan HOS Cokroaminoto;
16. Jalan M.Yamin;
I 7. Jalan Samratulangi;
18, Jalan Juanda;
19. Jalan Ahmad Yani'
20. Jalarr Dr. Sutomo;
21 . Jalan Sultar Syarif Qasim;
22. Jalan Mustika;
23. Jalan Sumatera;
24. Jalan Diponegoro;
25. Jalan Kuantan Raya;
26. Jalan Tuanku Tambusai;
27 . JeJan Pepaya;
28. Jalan Nenas/Utama;
29, Jdan Paus;
30. Jatran Kaharuddin Nasution;
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3 l. Jalan Arifin Ahmad;
32. Jalan Soekamo Hatta;
33. Jalan Adi Sucipto;
34. Jalan Riau;
35. Jalan HR. Subrantas;
36. Jalan SM. Amin;
37. Jalan Naga Sakti;
38. Jalan Mekar Sari;
39. Jalan Setia Maharaja;
40. Jalan Paus;
4l . Jalan Durian;
42. Jalaa Pemuda;
43. Jalan Yos Sudarso;
44. Jalan Sekolah/ Khayangan;
45. Jalan Kartama;
46, Jalan Inpres;
47. Jalan Rambutan;
48. Jalan Melati;
49. Jalan Garuda Sakti;
50, Jalan Air Hitam;
51, Jdan Imam Munandar;
52. Jalan Slsingamangaraja;
53. Jalan Ronggowa.rsito;
54. Jalan Beringin;
55. Jalan Purwodadi;
55. Jdan Suka Karya;
57. Jalan Delima;
58. Jalan Lobak;dan
59. Jalan Rajawali Sd<ti.

(4) Penyediaan ruang pejdan kaki selain pada jaringan jalan yang tersebut
pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturaa Walikota.

Pasal 30

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf h, adalah sistem jaringaa jalur sepeda, meliputi;
a. pembangunan jalur sepeda pada kawasan pendidikan, kawasan pariwisata,

kawasan olahraga, kawasan perkantoran, dan kawasan RTH;dan
b. penyediaan jaringan jalur sepeda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

BAB V
RENCAI{A POI,A RUANG WII*AYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(l) Rencara pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, meliputi:
a. kawasan peruntukan lindung;dan
b, kawasan peruntukaa budidaya.
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(2) Rencana pola ruang wiiayah kota sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat keteliHan 1:25.0OO sebagaimana
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(3) Perubatran fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan dan/atau sebaliknya, dan belum mendapatkan
persetujuan substansi oleh Menteri yang membidangi kehutanan,
ditetapkan sebagai outline sebagaimana telah diatur dalam RTRWP Riau,
yang digarnbarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah kota.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 32

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3layat (1)

huruf a, meliputi:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasal konservasi;
d. kawasan cagar budaya;dan
e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Paragraf Kesatu
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan

Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 32 hunrf a,meliputi:
a, kawaean lindung gambut;dan
b. kawasan resapan air,

(2) Kawasan Hndung Bambut sebagalmana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
ditetapkan seluas kurang lebih 1.374,60 Ha {seribu tiga ratus tujuh puluh
empat koma enam puluh hektar) berada di Kecamatan Bina Widya,
Kecamata-n Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai
Barat.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b,
ditetapkan seluas kurang lebih 1,99Ha (satu koma sembilan puluh
sembilan hektar) berada di kecamatan Rumbai Timur, darl Kecamatan
Tenayan Raya.

Paragraf Kedua
Kawasan Perlindun gan Setempat

Pasal 34

(1) IGwasan perlindungan setempat sebagaimena dimaksud dalam Pasel 32
huruf b,meliputi:
a. sempadan sungai;dan
b. kawasan sekitar danau atau waduk.
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(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,ditetapkan
seluas lebih kurang L.667,27 Ha (seribu enarn ratus enam puluh tujuh
koma dua puluh tujuh hektar) beradatersebar di wilayah kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan batas kawasan sempadan
sungai, diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, ditetapkan seluas kurang 70,54 Ha (tujuh puluh koma lima puluh
empat hektar) berada di Kecamatan Rumbai Timur.

Paragraf KeLiga
Kawasan Konservasi

Pasel 35

Kawasan konsenrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32huruf c,adalah
Kawasaa Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Hutan Raya Sultan Syarif
Hasyim yang ditetapkan seluas kurang lebih 735,54 Ha (tujuh ratus tiga puluh
lima koma lima puluh empat hektar) di Kecamatan Rumbai Barat.

Paragraf Keempat
Kawasan Cagar Budaya

Pasd 36

Kawasal cagar budaya sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 32 huruf
d,ditetapkan seluas kurang lebih 35,94 Ha (tiga puluh lima koma sembilan
puluh empat hektar) beradadi Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Lima
Puluh,

Paragraf Kelima
Kawasan Ruang Tcrbuka Hijau (RTH) Kota

Pasal 37

(1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf e, meliputi:
a. RTH Publik seluas minimal 2Oo/o (dua puluh persen) dari luas kawasan

perkotaan;dan
b. RTH Privat seluas minimal 10% (sepuluh per$en) dari luas kawagan

pefkotaan.

(2) RTH Kota sebagai bagian dari RTH Publik sebagaimana dimalsud pada
ayat (f) huruf a ditetapkan seluas kurang leblh 7623,46 Ha(seribu enam
ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam hektar) beradatersebar di
wilayah kota.

Bagian Ketiga
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Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 38

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan produkei;
b, kawasan pertariian;
e. kewassn pertambangan dan energi
d. kawasan perikanan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman;dan
h. kawasan pertahanan dan kea:nanan.

Paragraf Kesatu
Kawasan Hutan Produksi

Pasa.l 39

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a,

meliputi:
a. kawasan Hutan hoduksi Terbatas (HPI);
b. kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);dan
c. kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a,ditetapkan seluas lebih kurang 605,94 Ha (enam ratus lima koma
sembilan puluh empat hektar) berada di Kecamatan Rumbai Barat, dan
Kecamatan Rumbai Timur.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ditetapkan seluas lebih kuraag 1.278,72 Ha (seribu dua ratus tujuh
puluh delapan koma tujuh puluh dua helrtar) berada di Kecamatan
Rumbai Timur,

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluae lebih kurang 1.750,64 Ha (seribu
tujuh ratus lima puluh koma enam puluh empat hektarlberada di
Kecamatan Bukit Raya, Keeamatan Paytrng Sekaki, Kecamatan Rumbai,
Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Tuah Madani.

Paragraf Kedua
Kawasan Pertanian

(1) Kawasan pertalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
b,ditetapkaa seluas lebih kurang 9.O47,19Ha (sembilan ribu empat puluh
satu koma sembilan belas hektar), meliputi:
a. kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;dan
c. kawasan perkebunan.
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(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a,ditetapkan seluas lebih kurang 324,57 Ha(tiga ratus dua puluh empat
koma lima puluh tujuhhektar), berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan
Rumbai Timur, dan Kecamatan Payrng Sekaki.

(3) Ikwasan hortikultura sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf
b,ditetapkan seluas lebih kurang 1.062,13Ha (serlbu enam puluh dua
koma tiga belashektar) berada di Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan
Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur,

(4) Kawasan perkebunan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (f) huruf
c,ditetapkan seluas lebih kurang 7.654,49 Ha (tujuh ribu enam ratus lima
puluh empat koma empat puluh sembilanhektar) berada di Kecamatan
Kulim, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, dan
Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Ketiga
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasai 41

Kawasal pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf c, meliputi kawasan pembangkitar tenaga listrik ditetapkan seluas lebih
kurang 70,80 Ha (tujuh puluh koma delapan puluhhektar).

Paragraf Keempat
Kawasan Perikanan

Pasal 42

Kawasan perikanan sebaga.imana dimaksud dalarn Pasal 38 huruf
d,ditetapkarr berupa kawasan perikanan budidaya ditetapkan seluas lebih
kurang 350,88 Ha (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh delapaa hektar)
berada di Keeamaten Kulim,Kecamatan Rumbai Barat, danKecamatan Rumbai
Timur,

Paragraf Kelima
Kawasan Peruntukan Industri

Pasa.l 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
e,ditetapkaa seluas lcbih kurang 2.931,83 Ha (dua rlbu sembilan ratus tiga
puluh satu koma delapen puluh tiga hektar) berada di Kecamatan Marpoyan
Damai, Kecamatan Rumbai, Kecamataa Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai
Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.
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Paragraf Keenam
Kawasan Pariwisata

Pasal 44

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f,
ditetapkan seluas lebih kurang 2.OO4,OO Ha (dua ribu empat koma nol nol
helirtar) berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat,Kecamatan
Rumbai Timur;dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Ketujuh
Kawasan Permukiman

Pasal 45

(1) Ikwasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g,

dltetapkan seluas lebih kurang 38.824,39 Ha (tiga puluh delapaa ribu
delapan retus dua puluh empat koma tiga puluh sembilan hcktar),
meliputi:
a, kawasan perumahan;
b. kawasan perdagangan dan jasa;
c. kawesan perkantoran;
d. kawasan peribadatan;
e. kawasan pendidikan;
f. kawasan kesehatan;
g. kawasan olahraga;dan
h. kawasan transportasi.

(2) Kawasan perumahan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf
a,ditetapkan seluas lebih kurang 27,904,15 Ha (dua puluh tujuh ribu
sembilafl ratus empat koma lima belas hektar) tersebar di seluruh wilayah
kota.

(3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b,ditetapkan seluas lebih kurang 8.639,53 Ha(delapan ribu enam
ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga hektar) yang tersebar di
seluruh wilayah kota.

(4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c,ditetapkan seluas lebih kurang 1.130,46 Ha(scribu scratus tiga puluh
koma empat puluh enam hektar)berada di Kecamatan Bukit Raya,
Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung Sekaki, Kecarnatan Pekanbaru
Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai
Timur, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatafl Tenayan
Raya.

(5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d,ditetapkan seluas lebih kurang 15,54 Ha (lima belas koma lima puluh
empathektar) yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.
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(6) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e,ditetapkan seluas lebih kurang 676,A2Ha (enam ratus tujuh puluh enam
koma duahektar) tersebar di selunrh wilayah kota.

(7) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f,ditetapkan seluas lebih kurang 41,28 Ha (empat puluh satu koma dua
puluh delapanhektarlberada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Bukit
Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan
Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan
Sukajadi, dan Kecamatan Tuah Madani.

(8) Kawasar olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
g,ditetapkan seluas lebih kurang 1O9,54 Ha (seratus sembilan koma lima
puluh empathektar)berada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Kulim,
Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Sail.

(9) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h,ditetapkan seluas lebih kurang 307,87Ha (tiga ratus tujuh koma delapan
puluh tujuhhektar) berada di Kccamatan Lima Puluh, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kecanatan Kulim;dan Kecamatan Pa;nrng Sekaki,

Paragraf Kedciapan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf h,ditetapkan seluas lebih kurang 665,58 Ha (enam ratus enam puluh
lima koma lima puluh delapanhektar), meliputi:
a. Komando Resor Militer (Korem) O3l/Wirabima berada di Kecamatan

Pekanbaru Kota;
b. Detasemen Peralatan (Denpal) 01-12-04 berada di Kecamatan Sukajadi;
c. Detasemen Perbekala:r dan Angkutan (Denbekang) l-44-06 berada di

Kecamatan Senapelan;
d. Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) berada di Kecamatan

Senapelan;
e. Perhubungan Wilayah (Hubyah) Komando Resor Militer berada di

Kecamatan Lima Puluh;
f. Rumah Sakit (Rumkit) TK Mi Kecamatan Senapelan;
g. Mess Komando Resor Militer (Korem) berada di Kecamatal Lima Puluh;
h. Komando Distrik Militer (Kodim) O3O1/PKR berada di Kecamatan Sukajadi;
i- Komando Rayon Militer (Koramil) O1 berada di Kecamatan Rumbai;
j. Komando Rayon Militer (Koramil) 02 berada di Kecamatan Pekanbaru Kota;
k. Komando Rayon Militer (Koramil) 03 berada di Kecamatan Senapelan;
l. Komando Rayon Militer (Koramil) 04 berada di Kecamatal Lima Puluh;
m. Komando Rayon Militer (Koramil) 05 berada di Kecamatan Sail;
n. Komando Rayon Militer (Koramil) 06 berada di Kecamatan Sukajadi;
o. Batalion Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yon Arhanudse) -13 berada di

Kecamatan Bukit Raya;
p. Batalion Artileri (Baterei) R berada di Kecamatan Bukit Raya;
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Bagian Ketiga
Outline

Pasal 47

(l) Outltne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi oulllne
berdasarkan RTRWP.

(2) Outlite berdasarkan RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berada
di Kecamatan Payung Sekaki dan Kecarnatan Rumbai meliputi Kawasan
perkebunan.

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam pengaturan
kawasan yang dilakukan Outline sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perafuran Perundang-Undangan,

(4) Keputusan perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat {2) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kota.

(5) Rincian Kawasan yang dilakukan Outline sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3)tergambar dalam rencana pola nrang wilayah kota.

(6) Tabel rincian kawasan yang dilakukart Outfine sebagaimana dima-ksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WII-A,YAH KOTA

Bagial Kesatu
Umum

Pasal 48

(l) Penetapan kawasan strategis wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d, meliputi Kawasan Strategis Kota (KSK).

(2) Kawasan Strategis Kota (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kawasan

meliputi:
strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
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q. Batalion Artileri (Baterei) P berada di Kecamatan Bina Widya;
r. Batalion Artileri (Baterei) Q berada di Kecamatan Bukit Raya;
s. Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU berada dr Kecamatan Marpoyaa Damai;
t. Datasement (DEN) Siabu berada di Kecamatan Marpoyan Damai;
u. pos TNI-AU Danau Batu di Kecamata Pekanbaru Kota;
v. pos TNI-AU berada di Kecamatal Marpoyan Danrai;
w. Brigade Mobtl (Brimob) berada di Kecamatan Sukajadi;dan
x. a8rama Pancasila berada di Kecamatan Sail.



l Kawasan Meralti Pandak di Kecamatan Rumbai;
2. Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki di Kecamatan Payung Sekal<i,

dan Kecamatan Bina Widya;
3. Kawasan Komersial Hijau Setia Maharaja di Kecamatan Bukit

Raya;dan
4. Kawasan Perkantoran dan Bisnis di Kecamatan Tenayan Raya.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi
kawasan kota lama di kecamatan senapelan;dan

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup meliputi Kawasan Sekitar Danau Bandar Khayangan
di Kecamatan Rumbai Timur.

(3) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian
1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WII,AYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasai 49

(1) Arahan pemaafaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf e, meliputi:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelalsana;dan
e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dima-I<sud pada ayat (1) hurrf a, meliputi:
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
b. pernrrjudan rencana pola ruang wilayah kota;daa
c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.

(3) lokasi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) humf b, meliputi tempat
pelaksanaan program di wilayah Kota.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota, swasta, macyarakat, dan/atau $umberlain yang sah.
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(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta, dan
masyarakat.

(6) Waltu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, benrpa
kurun walrtu perencan€ran 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima)

tahunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu r

a. tahap pertama, yaitu tahun 2O2O-2O25;
b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;
c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2o35;dan
d, tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040.

(7) Program utama sebagairnana dimaksud pada ayet (2) tercanhrm dalam
lampiran M yang merupeken bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini,

Bagian Kedua
Program Utama Perwujudan Rencana Strukur Ruang Wilayah Kota

Pasal 50

Program utama perwujudan rencana struktur ruarig wilayah
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal49 ayat (2) huruf a,me[puti:
a. program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota;dan
b. program utama perwujudan sistem jaringan prasarana kota.

kota

Paragraf Kesahr
Program Utama Perunrjudan hrsat Kegiatan di Wilayah Kota

Pasal 5 I

(1) Program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal50 huruf a, diprioritaskan meliputi:
a. pengembanganpusat pelayanan kota Pusat Kota;
b. pengembanganpusat pelayanan kota Tenayan Raya;
c. pengembangan subpusat pelayanan kotaSenapelan;
d. pengembangan subpusat pelayanan kota Rumbai Barat;
e. pengembangan subpusat pelayanan kota Rumbai Timur;
f. pengembangan subpusat pelayanan kota Bina Widya;
g. pengembangan subpusat pelayanan kota Kulim;dan
h. pengembangan pusat lingkungan.

(2) Pengembangan pusat pelayanan kota Pusat Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. peningkatan pusat pemerintahan yang melayani selunrh wilayah Kota

Pekanbaru dan Provinsi Riau;
b. peningkatan pusat perekonomian dengan skala pelayanan kota dan

regional;
c. pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan skala kota dan

regional;dan
d. pengembangan destinasi wisata belanja dengan skala kota dan regional.
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(3) Pengembangan pusat pelayanan kota Tenayan Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) hunrf b, dilaksanakan dengan program utama
meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan pusat pemerintahan Kota Pekanbarui
b. pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian skala pelayanan

kota dan regional;
c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan

perkantoran dan bisnis;
d. pembangunan dan pengembangan kawasan pelestarian keanekaragaman

hayali;dan
e. pengembangan dan peningkatan infrastrukhrr dan permukiman.

(4) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Senapelat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama
meliputi:
a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;
c. pengembangan/ pemeliharaan infrastnrktur;
d. peningkatan/pemeliharaan destinasi pariwisata sejarah dan

cagarbudaya;dan
e. pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang melayani

subpusat pelayanan kota.

(5) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Rumbai Barat sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan program utama
meliputi:
a.pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan dan

kesehatan;
b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur;dan
d. pembaagunan dal pengembangan kawasan agrowisata.

(6) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Rumbai Timur sebagaimana
dimd<sud pada ayat (l) huruf e, dilakcanal@n dengsn program utama
mellputi:
a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dar jasa;
b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;dan
c. pengembangan/pemeliharaan infrast nktur,

(7) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Bina Widya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan program utama
meliputi:
a. pengembangaa/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;
c. Pengembangan/pemeliharaal infrastruktur kesehatan;dan
d. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur lainnya.

(8) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Kulim sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) huruf g, dilal<sanakan dengan program utama meliputi:
a. pembangunan / pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa;
b.pengembangan/pemeliharaanfasilitaspelayananpemerintahant'



c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur kesehatan;dan
d. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur lainnya.

(9) Pengembangan pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurr.f h, dilakanakan dengan program utama meliputi:
a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan skala

lingkungan;
b. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau skala

lingkungan;dan
c. peningkatan/pemeliharaan infrastnrktur permukiman,

Paragraf Kedua
Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarurna kota sebagaimana dimalsud dalam
Pasa150 huruf b, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b, perwujudansistem jaringan energi;
c, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;dan
e. perwujudan infrastruktur perkotaan.

Pasal 53

(t ) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimaaa dimaksud dalam
Pasal 52 huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b, sistem jaringan transportasi laut;dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama mcliputi:
a. pembangunan jalan dan jembatan;
b. pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan;
c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api;
d. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat;
e. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan

darat;dan
f. pembangunan dan pengembangan sistem transportasi.

(3) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diiaksanakan dengan program utama meliputi
pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi laut.

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) huruf c, dilaksanakan dengan prog!:am utama meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara;dan
b. pengendaiian ruang udara untuk penerbangan.
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Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaime-na dimaksud dalam Pasal 52
huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan sistem jaringal gas bumi;
b. pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarara

pendukungnya;
c. pengembangan dan peningkatan infrastnrktur pembangkitan tenaga listrik

darr sarana pendukungnya;dan
d. pengembangan infrastrukirrr penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukunglya.

Pasal 55

Penrujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf c, dilaksanakan dengan program utafira meliputi pembangunan
dan pengembangan prasarana dan fasilitas telekomunikasi.

Pasal 56

Perunrjudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumbedaya

air;dan
b. pengembangan sistem pengendalian banjir.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf e, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan instalasi sistem pengolahan air minum,

air limbah, dan tinja;
b. pengelolaan persampahan;
c. pengembangan dan pengolahan sistem jaringan drainasc;
d, pembangunan, pengelolaan , dam pengawasan sistem jaringal evakuasi

bencana;
e. pembangunal, pengelolaan, dan penSawasan sistem jaringan pejalan

kaki;dan
f. pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan sistem jalur sepeda.

Bagian Ketiga
Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 58

Program Utama untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota
Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. program utama perwujudaa kawasan lindung;dan
b. program utama penrrujudan kawasan budidaya.
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Paragraf Kesatu
Program Utama Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 59

(1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebageimana dimal<sud dalam
Pasal 58 huruf a, meliputi:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya;
b. kavrasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi;
d. kawasan cagar budaya;dan
e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

(2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a, dilaksanakan
dengan program utama meliputi:
a. perlindungan dan pengendalian kawasan gambut;
b. rehabilitasi kawasan lahan gambut;dan
c. perlindungan kawasan resapan air.

(3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. penetapan batas dan luasan kawasan perlindungal setempat;
b. pengelolaan kawasan sempadan sungai, sekitar danau atau waduk;dan
c. pengendalian kawasan sempadan sungai, sekitar dalau dan waduk

untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan.

(4) Perunrjudan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11

huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi pengelolaan
Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

(5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimalcsud pada ayat (l)
huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. penetapan kawasan dan objek cagar budaya;dan
b. pengelolaan kawasan cagar budaya.

(6) Perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) huruf e, dilaksanakan denga.n program utama
meliputi penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf Kedua
Program Utama Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 6O

(1) Program utama perwujudan kawasan peruntukan budiaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
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c. kawasan pertambangan dan energi;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman;dan
h. kawasan pertahanan dan keamanan,

(2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dilaksanakan dengan program utama melipuf, pengelolaan
kawasan hutan produksi.

(3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a, pengelolaan kawasan pertanian;
b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan dan hortikulfirra;dan
c. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pmg , hortikultura,

dan perkebunal.

(4) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. pengelolaan kawasan energi;
b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawagan energi;dan
c. pengendalian dan pengawasan pemanfaata.n kawasan energi.

(5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dilaksanalaa dengan program utama meliputi;
a. pengelolaan kawasan perikanan;
b. pembangunan sarana dan prasarana kawasan perikanan;
c. pengembangan sar€rna dan prasarana budidaya perikanan;
d. peningkatan produksi perikanan;dan
e. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan perikanan.

(6) Perwujudan kawasaa penrntukan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunrf e, dilaksanakan dcngan program utama meliputi:
a. penetapan kawesan industri tenayan;
b. pembangunan dan pengelolaan kawasan industri tenayan;
c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri

tenayan;dan
d. pengendalian dan pengawasan kawasan peruntukan industri.

(7) Perwujudan kawasaa pariwisata sebagaimana dima}sud pada ayat (1)

huruf f, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata;
b. pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

pariwisata;
c. pembangunan dan p€ngembangan kawasan Agrowisata;
d. pcngembanga.n dan peningkatan destinasi wisata Kampung Okura;
e. pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Danau Bandar

Khayangan;
f. pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Alam Mayang;
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g. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata;dan
h. pengendalial dal pengawasan kawasar pariwisata.

(8) Perwujudal kawasal permukiman sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

hurrf g, dila-ksanaka,n dengan program utama meliputi:
a, pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
b. pengembatrgan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa;
c, pengembangan dan penataan kawasan perkantorar;
d. pengembangan dan penataan kawasan peribadatan;
e. pcngembangan dan penataan kawasan pendidikan;
f, pengembangan dan penataan kawasan kesehatan;
g. pengembangan dan penataan kawasan olahraga;
h. pengembangan dan penataan kawasan transportasi;
i. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan sarana prasarana

penujaag kawasan permukiman;daa
j. pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman.

(9) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
a. penetapan batas kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b. penguasaan Lahan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
c. pengembangan dan Peningkatan Kawasan Pertahanan dan

Keamanan;dan
d. pengendalian dan pengawasal Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagran Keempat
Program Utama Perwujudan Kaurasan Strategis Kota

Pasal 61

Program utama dalam rangka perwqjudan Kawasan Strategio Kota
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. penJrusunan dan penetapan rencana rinci kawasal strategis kota;
b. pembangunan dan pengembangan kawasaJr strategis kota;
c. pembalgunan, pengembangan, dan peningkatan sarana prasarana

penujang kawasan strategis kota;
d, peningkatan kerja sama pengembargafl dan pengelolaan kawasan

strategis ; dan
e. pengendalian dan pengawasan kawasan strategis kota.

BAB VIII
KETENTUANPENGENDALIAN PEMANPAATAN RUANGWILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f, digunakan sebagai acuan dalarn pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang wi,laya-h kota.
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(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (l),meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif;dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagalmana dimaksud dalam Pasd52
ayat (2) huruf a, digunal<an sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam
menlrusun perah-rra-n zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi rencErna struktur ruang wilayah

kota;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kota.

Paragraf Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang

Wilayah Kota

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal63 ayat (21hurrf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan kota;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 65

(l) Ketenhran umum peraturan zonasi sistem perkotaan kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasa164 huruf a, meliputil
a. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
b. ketentuan umum peraturan zonasi SPPK;dan
c. ketentuart umum peraturan zonasi PL.

(2) Ketentuan umum pereturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yarg diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum dan

kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota serta
regional yang mendukung terwujudnya PPK.
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b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan lainnya yang tidak menggangu terwujudnya PPK.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan
menyebabkan terhambatnya perwrrjudan PPK.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi SPPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan ye-ng diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum darr

kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan bagian wilayah
kota/ kecamatan yang mendukung terwujudnya SPPK.

b. kegiatan yarg diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan lainnya yang tidak menggangu terwujudnya SPPK.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan
menyebabkan terhambatnya perwujudan SPPK.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian dan pelayanaa

umum dengan skala pelayanan lingkungan yang mendulnrng
terwujudnya PL.

b.kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan lainnya yang tidak menggangu terwujudnya PL.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan
menyebabkan terhambatnya peru,ujudal PL.

Pasal 66

Ketentua-n umum peratural zonasi sistem jaringal prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasai64 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peratuuran zonasi sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum peratuuran zonasi sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum peratuuran zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum peratuuran zonasi sistem jaringan sumber daya air;dan
e. ketentuan umum peratuuran zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

(1) Ketentuan umurn peraturan zonasi sistem jaringan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;dan
c, ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringa:r transportasi udara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringaa jalan;
b. ketenluan umum peraturan zonasisistem jariflgan kereta api/rel;dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan

penyebrangan.
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(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan,

pengembangan pada ruang milik jalan yang meliputi badan jalan, jalur
hijau jalan, trotoar, drainase, jembatan, jalan undetpass,kegiatan
pemasangan rambu-rambu lalu lintas, area trafJic contol sgstem (ATCS),
penerangan jalan, dan kegiatan evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputikegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Bus Rapid Transit (BRT); Kegiatan
pembangunan s€rrana penyebrangan orang berupa JPO dan underpass;
Kegiatan pembaagu.nan jaringan listrik, jaringan minyak dan gas,
jaringan teiekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan air minum;
Kegiatan pembangunan s€rrana dan prasarana transportasi seperti halte,
stasiun, jalur transportasi berbasis rel, pos pengamanan lalu lintas, dan
sarana prasarana transportasi lainnya; Kegiatan pembangunan media
informasi seperti videotron, reklame, dan media informasi lainnye;
kegiatanpembangrrnan/pemasangan lampu hias, tugu, gapura, dan air
mancur.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
menganggu fungsi jaringan jalan dan keselamatan lalu lintas.

(4) Ketentuan umum peratural zonasi sistem jaringan kereta api/rel
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a, kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jalur

kereta api dan trasnportasi lainnya yang menggunaLkan rel, rambu-
rambu, penerangErn, dan pengaman jalur rel.

b.kegiatan yang diperbolehkanseeara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan pembangunan stasiun, jembatan dan underpass
penyebrangan,kegiatan pembalgunan media informasi seperti videotron,
reklame, dan media informasi lainnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
menganggu fungsi jalur rel dan keseiamatan la-lu lintas.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungar, danau, dan
penyebrangan sebagaimana dima}sud pada ayat (2) humf c, meliputi:
a. kegiatal yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan,

pengembangan pelabuhan/dermaga, dan pemasangan rambu-rambu.
b. kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputiterminal

khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, stasiun pengisian bahan
bakar, mercrrsuar, dan sarana dan prasarana pendukung sistem
jaringan sungai, danau, penyebrangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
menganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan trarsportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan

pengembangan pelabuhan/dernaga, kegiatan operasional pelabuhan
meliputi bongkar muat barang, peflumpang, dan pemasangaa rambu-
rambu.
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b. kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi terminal
khusus, terminal untuk kepentlngal sendiri, stasiun pengisian bahan
bakar, mercuguar, sarana dan prasarana pendulnrng sistem jaringan
transportasi laut.

c. kegis.tan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
menganggu sistem jaringan transportasi laut.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan bandar

udara sesuai ketentuan perundang-undangan dan kegiatan operasional
penerbangan meliputi bongkar muat barang, penumparg, dan rambu-
rambu.

b.kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan Pendirian bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara
dengal memperhatikan Ketentuan dalam Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kebisingan sesuai dengan
ketenfuan peratura.n dan perundang-undangan; kegiatan n ralg terbuka
hijau;dan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu sistem jaringan
transportasi udara,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu sistem jaringan transportasi udara.

Pasai 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal66 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastmktur minyak dan

gas bumi;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastrr:lrtur

ketenagalistrikan .

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas
bumisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ketentuan
umum peraturan zonasi jaringlrn gas bumimeliputi;
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan

gas bumi, rambu-rambu dan pengaman jaringan gas bumi.
b.kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi

kegiatan yang tida} hengganggu sistem jaringan gas bumi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkaa, meliputi kegiatan yang dapat

mengganggu sistem jaringan gas bumi.

(3) Ketenfuan umum peraturan zonasi jaringan infrastmlrtur
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) hurrf b, meliputi:
a. ketentual umum peraturan zonasi jaringan infrastrulrtur

ketenagalistrikaa bawah tanah/saluran kabel;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastnrktur

ketenagalistrikan atas tanah/ saluran udara
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(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur
ketenagalistrikan bawah tanah / saluran kabel sebagaimala dimaksud pada
ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan

infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/ saluran kabel, rambu-
rambu dan pengaman infrastruli*ur ketenagalistrikan bawatr
tanah/ saluran kabel.

b.kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan yang tidak mengganggu janngan infrastruldur
ketenagalistrikan bawah tanah/ saluran kabel.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah / saluran kabel

(5) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
atas tanah / saluran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemasangan jaringan

infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah / saluran udara, rambu-rambu
dan pengaman jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas
tanah/ saluran udara.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan kehutanan/reboisasi, dan pertanian,kegiatan penyediaan ruang
terbuka hijau, pemasangan rambu-rambu, dan media informasi serta
kegiatan lainnya yang Uda.L mengganggu jaringan infrastruktur
ketenaga.listrikan atas tanah / saluran udara.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah / saluran udara.

Pasai 69

(1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringal telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 huruf c, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi bawah

tanah;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi atas tanah.

l2l ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi bawah tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan

teiekomunikasi bawah tanah, rambu-rambu dan pengaman jaringan
telekomunikasi bawah tanah.

b.kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi bawah tanah.

c. kegiatan yang tidak diperbolehka-rr, meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu jaringan telekomunikasi bawah tanah.

(3) ketentuan umum peraturan zonasi jaringen telekomunikasi atas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
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a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemasangan jaringan
telekomunikasi atas tanah, rambu-rambu dan pengamar jaringart
telekomunikasi atas tanah.

b. dlperbolehkan secaia bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak
mengganggu jaringan telekomunikasi atas tanah.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu
jaringan telekomunikasi atas tanah.

Pasal 70

(l) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegratan pendayagunaan

sumber daya air, pengendalian daya rusak air, operasi dan
pemeliharaan, serta konservasi sumber daya air untuk menunjang
keberlanjutan pembangunan, konservasi air dan tanah, kegiatan
pembangu[an sistem pengendali banjir, dan sarana dan prasarana
pengelolaan sumber daya air.

b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan budidaya
yang tidak merusak lingkungan dan bentang alam serta menganggu
kualitas maupun kuantitas air; pembuatar jembatan, pemasarlgan
rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas,
mikrohidro; kegiatan pariwisata;dan kegiatax riset/penelitian yffrg
tidak merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 71

(1) Ketentual umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana
lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal66 huruf e, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM);

b. ketentuan umum peraturan z,onasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD);

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (E}3);

d. ketenttran umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan
kota;dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase.
(21 Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

sebagaimene dimaksud pada ayat (1) hunrf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan

pengembangan instalansi pengolahan air minum beserta jaringan
penyediaan air minum; kegiatan pemasangan rambu-rambu dan
peng€rman sistem penyediaan air minum.

b. diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meliputi kegiatan yang
tidak mengganggu sistem penyediaan air minum.

c. kegiata"n yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem penyediaan air minum.
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(3) ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPAlD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangu.nan dan

pengembangan jaringan pipa air limbah, pembangunan dan
pengembangan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan
lumpur tinja, dan pemasangan rambu-rambu serta pengamart sistem
pengolahan air limbah.

b. diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meliputi kegiatan yang
tidak mengganggu sistem pengolahan air limbah,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem pengolahan air limbah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengelolaan limbah

El3 berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundarrg-Undangan dengan
memperhatikan kelestarian iingkungan hidup.

b. diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meliputi kegiatan yang
tidak mengganggu sistem pengelolaan limbah E}3.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, metputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem pengelolaan limbah E}3.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penyediaan tempet

dan operasional sistem jaringan persampahan, pengolahan
persampahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangandan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan
rambu-rambu serta pengaman sistem jaringan persampahan.

b. diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meliputi kegiatan yang
tidak mengganggu sistem j aringan persampahan.

c. kegiatan yang tidal< diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem jaringan persampalran.

(6) Ketentual umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan

pengembangan saluran drainase sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan dan standar teknis.

b. diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, melipufi kegiatan ruang
terbuka hijau, jalur dan prasarana pejalan kaki, lampu hias dan
penerangan, rambu-rambu, media informasi, praszrr€rna transportasi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
merusak dan menganggu sistem drainase.
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Paragraf Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan ZonasiRencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal63
ayat (21 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf kesatu
ketentuan umum peraturan zonasi kawasaa lindung

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zorrasi kawasan lindung sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 72 }rrxuf a, meliputi:
a, ketentuan umum perafuran zonasi kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempa|
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasao cagar budaya;dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota;

Pasa-l 74

(1) Ketentuan umum pereturar zonasi pada kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung

gambut;dan
b, ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapal air.

(21 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a, kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa

kegiatan reboisasi yang mendukung kawasan lindung gambut.
b. kegiatan yang diperbolehkansecara bersyarat/terbatas, meliputi:

1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,
kegiatan peternakan dengan memperhatikan jenis kegiatan yang
sesuai dengan karakteristik kawasan gambut dal tidak
mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.

2. Kegiatan penyediaal jaringan prasarana meliputi prasarana
transportasi, prasarana sumber daya air, rentelgan kabel listrik
dan bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana
teleksmunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air
limbah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
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3, Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau, pemasang.rn rambu-rambu dan media informasi
pemerintale, kegiatan kegiatan penanggulangan bencana, dan
kegiatan riset terkait dengan karakteristik kawasan lindung
gambut.

4. kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidal mengubah bentang
alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

kegiataa yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian,
kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan
penyimpanan, kegiatan indusbi, dan kegiatan lainnya yang
mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a, kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa

kegiatan reboisasi yang mendukungkawasan resapan air,
b. keglatan yarrg diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, mellputl:

1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian, kegiatan
perikanan, kegiatan peternakan dengan memperhatikan jenis
kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan resapan air
da,n tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.

2- Penyediaan jaringan prasarana transportasi, prasarana meliputi
prasarana sumber daya air, rentargan kabel listrik dan
bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi,
jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air limbah yang
tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.

3. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau, pemasangan rambu-rambu dan media informasi
pemerintah, kegiatan kegiatan penanggunanan bencana, dan
kegiatan penelitian / riset.

4. Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang
alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, melipuU kegiatan hunian,
kegiatan perka-ntoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan
penyimpanal, kegiatan industri, darr kegiatal lainnya yang
menggarggu fungsi kawasan resapan air.

Pasal 75

(l) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 hunrf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan

sungai;dan
b, ketentuarr umurn peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau

waduk.

(21 Kctcntuan umum pcraturan zonasi pada kawasan scmpadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
a. kegiatanyang diperbolehkan,meliputi:
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1. Kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang
mendukungkawasan sempadal sungai.

2. Kegiatan pengamanan sempadan sungai meliputi pembalgunan
tanggul/turap/talut dan jalan inspeksi sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
1 . Kegiatan hunian terbatas hanya untuk bangunan rumah

tradisional melayu dan bangunan cagar budaya yang telah ada
sebelum ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai;

2. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana meliputi prasarana
transportasi, prasarana sumber daya air, rentargan kabel listrik
dan ba.ngunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana
telekomunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air
limbahsesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau dan ruang terbuka non hijau, jembatan, kabel gantung,
dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk
kepentingan sendiri, pemasangrrn rambu-rambu dan media
informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan
kegiatan penelitian/riset.

4, Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang
alam dan tidak merusal< keseimbangan lingkungan.

5. Kegiatan pertanian dengan memperhatikan jenis kegiatan,
waktu kegiatan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan
sekitar sungai.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasal sempadan sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau
waduk sebagalmana dimal<sud pada ayat (l) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yarg melindungi kelestarian

kawasan yang meliputi:
1, Kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang

mendukungkawasan sekitar danau atau waduk.
2. Kegiatan pengamaran kawasan sekiter danau atau waduk

meliputi pembangunan tanggul/turap/talut dan jalan inspeksl
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi;
1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan perta.niai, kegiatan

perikanaa, darr kegiatan lain sejauh tidak mengganggu fungsi
kawasan;

2. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana meliputi pras.rrana
transportasi, bangunan prasarana sumber daya air meliputi
pintu air, rentangan kabel [strik dan bangunan
ketenagalistrikan, jaringan prasarErna telekomunikasi, jalur pipa
migas, pipa air minum dan bangunan pengolah air minum
dengan memperhatikan karakteristik kawasan sekitar waduk
dan keserasian lingkungan.

3. Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang
alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.
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4. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau dan ruang terbuka non hijau, dermaga wisata, jembatan,
kabel gantung, pemasErngan rambu-rambu dan media informasi
pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan
penelitian/riset.

5. Kegiatan pariwisata dengan memperhatikan keserasian
lingkungan kawasan sekitar danau.

6. Kegiatan pertanian, kegiatan peternakan dengan
memperhatikan jenis kegiatan, waktu kegiatan dengan tidak
mengganggu fungsi kawasan sekitar danau.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk, seperti:
1. Semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai

ekologis, dan estetika kawasan.
2. Kegiatan yang mengubah letak tepi danau atau waduk,

pembuangan limbah, dan mengubah aliran air masuk atau ke
luar danau atau waduk.

3. Pendirian bangunan untuk pengembangan kegiatan hunian,
kegiatan perikanan, kegiatan perkantoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan industri, kegiatan
penyimpanan.

4. Pendirian bangunan kegiatan pelayanan umum yang
mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud dalam PasalT3 huruf c, adalah ketentuan umum peraturan zonasi
pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa

kegiatan reboisasi yang mendukung KPA.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:

1 . Kegiatan kehutanan meliputi penangkaran hewan, budidaya
kehutanan, pelestarian tanaman lang)<a, dan pengambilan hasil
hutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundalg-Undangan.

2. Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk budidaya buah-buahan;
3. Kegiatan perikanan, terbatas hanya pembenihan dan pembesaran di

kolam tanpa mengubah bentang alam.
4. Kegiatan peternakan yang tidak menggEutggu fungsi KPA.
5, Kegiatan pariwisata/rekreasi dengal memperhatikan jenis aktivitas,

walrtu a-ktivitas, darl tidak mengganggu fungsi KPA.
6. Kegiatan hunian terbatas untuk asrama/mess kaqrawan dan rumah

penjaga KPA.
7. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas

kegiatan yang terkait dengan pengelolaan KPA, meliputi kegiatan
kantor operasional/dan pengarrrasan KPA, fasilitas parkir untuk
kendaraan operasional,kegiatan pemasangan rambu-rambu dan
media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan
kegiatan penelitian / riset;dan
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8. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi jaringan
ketenagalistrikan, jaringan prasErana telekomunikasi, jalur pipa air
minum, jalur pipa migas, jaringan jalan, dengan memperhatikan
karakteristik KPA.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, dan
kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi KPA.

Pasal 77

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau meliputi taman, hutan
kota sesuai dengan karakteristik kawasan RTH yang dikembangkan.

2. Kegiatan reboisasi pada kawasan RTH hutan kota.
3. Kegiatan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kawasa.n

RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:

1. Kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan perikanan,
kegiatan pariwisata/rekreasi yang sesuai dengan karakteristik Ruang
Terbuka Hijau yang dikembangkan.

2. Kegiatan pelayanan umum terbatas hanya untuk tempat ibadah,
lapangan olahraga, jembatan penyeberangan /underpass,
amphitheater, kolam, air mancur, tuga/monumenr, ruang evakuasi
dan penanggulangan bencana, kegiatan penelitian/riset
pengembangan ilmu pengetahuan, pemasangan rambu-rambu dan
media informasi pemerintah.
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Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi;
a. kegiataa yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perlindungan,

penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi dan
adaptasi terhadap bangunan, struktur, dan situs cagar budaya.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan
pembangunan sarana prasar€Lna dan alrtifitas lainnya sejauh tidak
mengganBgu fungsi kawasan cagar budaya dengan memperhatikan
ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skaia
pelayanan, pembatasan luas lahan / bangunan, pengaturan/pembatasan
wal<hr kegiatan, dan mendapatkan rekomendasi dari
instansi/lembaga ltim ahli yang berwenang terhadap kawasan cagar
budaya meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan
perikanan, kegiatan peternakaa, kegiatan parwisata/rekreasi, kegiatan
hunian, kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan
perdagangan, dan kegiatan jasa.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, melipuli:
l. Kegiatan yang dapat mengurengi nilai bangunan dan situs cagar

budaya;dan
2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya.
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3. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi jaringan
ketenagalistrikan, jaringan prasa.r€rna telekomunikasi, jalur pipa air
minum, jalur pipa migas, jaringan jalan, dengan memperhatikan
karaheristik kawasan RTH.

4. Kegiatan perdagangan dan kegiatan jasa yang sangat terbatas
dengan memperhatikan luas lahan/bangun€rn, desain bangunan,
wakhr operasional, keserasian dengan tema kawasan RTH.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan peternalan,
kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan penyimpanan/gudang,
kegiatan industri, dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi RTH.

Paragraf kedua
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana
dimaksud dalam Pasa172 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
b^ ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan

energu
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan perikanan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
f, ketentuan umum peraturan zsnasi untuk kawasan pariwisata;
g, ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan

keamanan.

Pasal 80

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasa:r hutan
sebagaimane dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutan

Terbatas (HPI);
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutan

Tetap (HP);dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutaa

yang dapat di Konversi (HPK).

produksi

Produksi

Produksi

Produksi

l2l Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa

reboisasi, pembibitan tanaman kehutanan, dan budidaya kehutanan
yang sesuai dengan kawasal HPT.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat / terbatas, meliputi:
1. Kegiatan kehutanan lainnya berupa penangkaran hewan,

pelestarian tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalgan-Undangan,
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2. Kegiatan pertanian berupa budidaya florikultura (tanaman hias)
dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan kegiatan
pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Penrndang-Undangan.

3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di
kolam tanpa mengubah bentang a1am.

4. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aktMtas, wal<tu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan HPT.

5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas
kegiatan yang terkait dengan pengelolaal kawasan hutan
produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan kantor
operasional/dErn pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk
kendaraan operasioal budidaya kehutanan,kegiatan
pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah,
kegiatan penanggulangan bencala, dan kegiatan penelitian/
riset.

6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, metpuH jaringan
ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa
air minum, jalur pipa migas, jaringan jalat , dengan
memperhatikan karalrteris tik kawasan HPT,

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan HPT.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi Tetap
(HP) sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa

reboisasi dan budidaya kehutanan yang sesuai dengan kawasal HP.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:

1. Kegiatan kehutanan lainnyaberupa penangkaran hewan,
pelestarial tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Kegiatan pertanian berupa budidaya florikultura (tanaman hias)
dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan kegiatan
pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Pemndang-Undangan.

3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di
kolam tanpa mengubah bentang alam.

4. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan HP.

5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas
kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan
produksi tetap meliputi kegiatan kantor operasional/dan
pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk kendaraan operasiod
budidaya kehutaaan,kegiatan pemasangan rambu-rambu dan
media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana,
dan kegiatan penelitian/riset.

c
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(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan mnasi pada kawasan tanaman pangan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura;dan
c. ketentuan umum peraturan ?,onasi pada kawasan perkebunan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
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6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi prasarana
tra:rsportasi, prasafana encrgi, prasarana sumber daya air,
prasarana air minum, dan prasarana air limbahdengan
memperhatikan karal rteristik kawasan HP.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
menggzrnggu fungsi kawasal HP.

(41 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi yang
dapat di Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kchutanan berupa

reboisasi dan budidaya kehutanan yang sesuai dengan kawasan
HPK.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meiiputi:
1. Kegiatan kehutanan meliputi penangkaran hewan, pelestarian

taxaman langka, dan pengambilan hasil hutan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk budidaya florikultura
(tanaman hias) dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan
kegiatan pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di
kolam tanpa mengubah bentang aiam;

4. l(egjatart pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aktivitas, lvaktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan HPK;

5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas
kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan
produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan kantor
operasional/dan pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk
kendaraan operasioal budidaya kehutanan,kegiatan
pemasang€rn rambu-rambu dan media informasi pemerintah,
kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan
penelitian/riset.

6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi prasarana
transportasi, prasarana energi, prasarana sumber daya air,
prasarana air minum, dan prasarana air limbah dengan
memperhatikan karakteristik kawasan HPK.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan HPK.

Pasal 8 1



kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian tanaman
pargan dan kegiatan kehutanan yang sesuai/meadukung kawasan
tanaman pangan.
kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian hortikulture

dan perkebunal, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan,
dengan memperhatikan jenis aktivitas, luas lahan, waktu
aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman
pangan.

2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aldivitas, walrhr al<tivitas, dal tidak mengganggu fungsi
kawasan tanaman pangart.

3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (KDB
maksimal 2Oo/ol, memperhatikan jenis hunian, dan luas
bangunan/lahan serta tidat mengganggu fungsi kawasan
tanaman pangan.

4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkarrtoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan
industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi
kawasan tanaman pangan secara selektif daJr ketat, intensitas
pemanfaatan ruang sangat rendah (KDB maksimd 20%), skala
pelayanan terbatas, luas bangunan/lahan, waldu keglatan, dan
tldak mengganggu fungsi kawasan tanahan pangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
hortikulturasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melipuU:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian

hortikultura dan kegiatan kehutanan yang sesuailmendukung
kawasan hortikultura.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
1 . Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian tanaman

pangan dan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan
peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan,
waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan hortikultura.

2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan hortikultura.

3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (KDB
maksimal 20%), memperhatikan jenis hunian, dan luas area
serta tidak mengganggu fungsi kawasan hortikulfura.

4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan
industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi
kawasan hortikultura secara selektif dan ketat, luas bangunan
terbatas, intensitas pemanfaatan ruang sangat rendah (KDB
malsimal 20 Vo), skala pelayanan terbatas,

a

b

c
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pengaturan/pembatasan waktu kegiatan, dan
mengganggu fungsi kawasal h ortikultura

kegiatan yang tidak drperbolehkan, meliputi kegiatan
mengganggu fungsi kawasan tanaman hortikultura.

tidak

yang

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
perkebunarsebagatmana dimaksud pada ayal (l) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian

perkebunan dan kegiatan kehutanan yang sesuai/mendulfllng
karvasan perkebunan.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatarr pertanian tanaman

pangan dan hortikulhrra, kegiatan perika-nan, kegiatan
peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan,
waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan perkebunan.

2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis
aktivitas, waltu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan perkebunan.

3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (kdb
maksimal 2OYol, memperhatikan jenis hunian, dan luas area
serta tida-k mengganggu fungsi kawasan perkebunan.

4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan
industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi
kawasan perkebunan secara selektif dan ketat, luas bangunan
terbatas, intensitas pemanfaatan nrang sangat rendah (kdb
malsimal 20%), skala pelayanan terbatas, pengaturan waktu
kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.

5. Kegiatan jaringan prasarana meliputi prasarana energi,
pfasafana sumber daya air, prasarana transportasi, prasarana
air minum, dan prasarana air limbah.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiata:r ysrg
mengganggu fungsi kawasan perkebunal.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, berupa ketentuan umum
peraturan zonasi untuk kawasan energimeliputi ketentuan umum perafuran
zonasi pada kawasan pembangkita-n tenaga listrik, terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunar sarana prasar€rna
dan aktifitas lainnya yang mendulrung kawasan energi.

b. kegiatan yalg diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan
pembanBunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak
mengganggu fungsi kawasan energi dengan memperhatikan ketentuan
perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan,
luas lahan/banguna-n, dan waktu kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan,
kegiatan pertarian, kegiatan perikanan, kegiatan parwisata/rekreasi,
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kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran,
kegiatan petdagangaa, kegiatan jasa. kegiatan penylmpanan.
kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan,
kegiatan perikanan, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang
mengganggu fungsi kawasan energi.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perikanan beserta sarana

dan prasarana pendukungnya.
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:

1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan petcrnakan
dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan dengan kawasan
perikanan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan perikanan.

2. Kegiatan pariwisata/ rekreasi dengal memperhatikan jenis aktivitas,
walrh.r aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

3, Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa,
kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan
jenis kegiatan dengan firngsi kawasan perikanan secara selektif dan
ketat, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidak mengganggu
fungsi kawasan perikanan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menBganggu
fungsi kawasan perikanan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 79 huruf e berupa ketentuan umum
peraturan zonasi pada kawasan industri, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan industri dengan

memperhatikan jenis industri yang sesuai dengan kawasan industri
beserta sarana dan prasarana pendukungnya,

b. keglatan yang diperbolehkan secara bersyaratl terbatas, meliputi:
1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan pefikanan,

kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenig
kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan industri.

2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas,
wal<tur aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasal industri.

3. Kegiatan hunian dengan memperhatikan jenis hunian dan luas area
terkait dengan kawasan industri, serta tidak mengganggu fungsi
kawasan industri.

4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, keglatan penyimpanan, kegiatan
industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi
kawasan industri, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidal<
mengga-nggu fungsi kawasan industri.
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c kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan industri.

Pasa] 85

ketentuan umum peraturan zonaai untuk kawasan pariwisata sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 79 huruf f, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan periwisata/rekreasi dan

pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung
fu ngsi kawasan pariwisata.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
1. Kegiatan pembalgunan sarana prasarana dan aktihtas lainnya

sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
2. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,

kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis
kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi
kawasan pariwisata.

3. Kegiatan pariwisata/relreasi dengan memperhatikan jenis alctivitas,
waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

4. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah, memperhatikan
jenis hunian, dan luas area serta tidat mengganggu fungsi kawasan
pariwisata.

5. Kegiatan pelaya-nan umum, kegiatan perkaltoran, kegiatan
perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan
industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi
kawasan pariwisata secara selelctif dan ketat, intensitas pemanfaatan
ruang rendah, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidak
mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meiiputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan pariwisata.

Pasal 86

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perrnukiman
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 79 huruf g, meliputi:
a. ketenfua-n umum pefaturan z,onasi kawasan perumahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan danjasa;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
d. ketenhran umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;

(2) Ketentua-n umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan
sebagairnana dimaksud pada ayat (f ) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolchkan, meliputi kegiatan hunian dan

pembangu.nan sarana prasarana dan al<tifitas lainnya yang
mendukung fungsi kawasan perumafial.
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b kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatal pembangunan sarana prasa-rana dan alctifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan dengan
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasarana, skala pelayana.n, luas lahan/bangunan,waktu
kegiatan, dan dampal yang ditimbulkan oleh kegiatan meliputi
kegiatan kehutaaan, kegiatan pertaniaa, keglatan perikanan,
kegietan petemalan, kegiatan parwisata/rckreasi, kegiatan
pelayanan umum, kegiatan perkantoren, kegiatan perdagangan,
kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.
kegiatan yang tidakdiperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perumahan.

C

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasal perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiataa perdagartgan dan

jasa dan pembanguhan safana prasarana dan alti{itas lainnya yang
mendukung fungsi kawasan perdagangan dan jasa.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perdangangan dan jasa
dengal memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan,
kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan,
waktur kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan,
meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatal perikanan,
kegiatan parwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan
hunian, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perdagangan dal jasa.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perkantoran dan

pembangunan s€rrana prasarana dan alrtifitas lainnya yar:g
mendukung fungsi kawasan perkantoran.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatal pembangunan sarErna prasarana dan aktilitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran dengan
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringaa prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu
kegiatan, dan da:npak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan kehutanan, kegiatan peftanian, kegiatan perikanan,
kegiatan parwisata/rekreasi, kegiatan pelayanal umum, kegiatan
hunian, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, darr kegiatan
penyimpanan.

c. kegiatan yalg tidak diperboiehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi kawasan perkantoran.
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(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peribadatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. kegiataa yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum

peribadatan dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas
lainnya yang mendukung fungsi kawasan peribadatan.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meiiputi
kegiatan pembangunan sarana prasaraha dan alctifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan peribadatan dengan
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, wakhr
kegiatan, dan dampat yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan parwisata/ rekreasi,
kegiatal pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran,
kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
te rganggunya fungsi kawasan peribadatan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan
s6lagaiman4 dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum

pendidikan dal pembangunan sarErna prasarErna dan aktifitas
lainnya yang mendukung fungsi kawasan pendidikan.

b. kegiatan yang diperboiehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiataa pembangunan sarana prasarana dart al<tifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pendidikan dengan
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasarana, skala pelayanan, Iuas lahan/bangunan, waktu
kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,
kegiatan parwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan
hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa,
dan kegiatan penyimpanan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi kawasan pendidikan.

(71 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum

kesehatan dan pembangunan sarana prasarErna dan aktifitas lainnya
yang mendukung fungsi kawasan kesehatan.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan kesehatan dengan
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasarana, skala pclayanan, luas Iahan / bangunan waktu
kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan kehuta,nan, kegiatan pertanisn, kegiatan perikanan,
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kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran,
kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, darr kegiatan penfimpanan.
kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi kawasan kesehatan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum

olahraga dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya
yang mendukung fungsi kawasan olahraga.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktilitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan olahraga dengan
memperhatikan ketentuan pemndangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan / bangunan waktu
kegiatan, dan dampa-k yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,
kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran,
kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.

e . kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi kawasan olahraga.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf h, meliputi;
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum

transportasi darr pembangunan sarana prasar:rna dan aktifitas
lainnya yang mendukung fungsi kawasan transportasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat / terbatas, meliputi
kegiatan pembangunan sarana prasarana dan alrtifitas lainnya
sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi dengal
memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi
jaringan prasar.rna, ska-la pelayaaan, Iuas lahan/bangunan waktu
kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi
kegiatan kehutanan, kegiatan pedaflian, kegiatan perikanan,
kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran,
kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.

c. kegiatan yang tidak diperboiehkan, meliputi kegiatan industri,
kegiatan peternakan dal kegiatan lainnya yang mengakibatkan
tergan ggunya fungsi kawasan transportasi.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimal<sud dalam Pasa-l 79 huruf h, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan szrrana praszrrzrna

dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan.

e
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b kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/ terbatas, meliputi kegiatan
pembangr.rnan sarana prasErrana darr alrtilitas lainnya sejauh tidak
mengganggu fungsi kawasal pertahatan dan keamanan dengan
memperhatikan ketentuan penrndangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan
prasarana, skala pelayanan, pembatasan luas lahan/bangunan,
pengaturanpembatasan waktu kegiatan, dan mendapatkan rekomendasi
dari instansi/Iembaga yang berwenang dalam pertahanan dan keamalan
meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,
kegiatan peternakan, kegiatan parwisata/rekreasi, kegiatan hunian,
kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan,
kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.
kegiataa yang tidal< diperbolehkan, meliputi kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan pertahanan dan keamanal.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizina-n

Pasal 88

(1) Ketentuan perizLnarL sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat (2) huruf
b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dala& pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan strulitur ruang, pola ruang dan
ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini.

l2l Ketenflran perizinan ini berhrjuan untuk :

a. sebagai dasar dalam memberikan izirr pemanfaatan ruang pada
wilayah kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;

b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;dan
d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

(3) Perizinan pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kota, meliputi:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;dal
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);dan
e. izin lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

l4l Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang
telah ditetapkar Peraturan Perundalg-Undangal.

(5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

c
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Bagtan Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 89

(l) Ketenfuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 62 ayat
(2) huruf c,adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah
kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai
dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai rencana tata ruang.

(21 Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemaafaatan rualg dalam rangka

mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalal dengan

rencana tata ruang;dan
c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka

pemanfaatan ruang yarg sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf Kedua
Insentif
Pasal 90

(l) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.

(21 Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan

penetapan kawasan strategis kota;
b. ketenhran umum perahran zonasi kota;dan
c. Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan insentif berupa:
a. Iiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/ atau pengur€rngan

retribusi;dan/ atau
b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan

perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan
prasarana, penghargaan, dan/ atau publikasi atau promosi.

(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya;dan
b. insentif dari pemerintah kota kepada masyaralat.

(5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
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a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat
kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;

b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor
yang berasal dari daerah pemberi manfaat;dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(6) Ketentuan insentif dari pcmcrintah kota kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberiankompensasi;
c. penguranganretribusi;
d, imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g, penyediaan sa.rana dan prasarana;dan/atau
h. kemudahan perizinan.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Disinsentif

Pasal 91

(l) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk
kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi
pengembangannya.

(2) Ketentuan disinsentif disusun berdasa.rkan:
a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah

penetapan kswasan strategis kota;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kota;dan
c. Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait lainnya.

kota dan

(3) Ketentuan disinsentif berupa:
a. fiskal berupa pengenaan pajal yang tinggi;dan/atau
b. non liskal berupa:

1. Kewajiban memberi kompensasi;
2. Pensyaratan khusus dalam perizinan;
3. Kewajiban memberi imbalan;dan/ atau
4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah

lainnya;dan
b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.

(5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4f huruf a, berupa:
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a. pengajuan pemberian kompensasl dari pemerintah daerah penerima
manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas maafaat yang
diterima;

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam periainan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat
kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

(6) Ketentual disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat,
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa;
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagl kegiatan pemanfaatan

nrang yang diberikan oleh pemerintah kota;
c. kewajiban memberi imbalan;dan/ atau
d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Salksi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 92

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimd<sud dalam Pasal62 ayat (2) huruf
d,merupakal tindakan penertiban yang dilakukan dalam pemanfaatarr
ruang yang tidal< sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam peayelenggaraan penataa[ ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pihak yang melakukan
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturarl
Perundang-Undangan,

(3) Pengenaan sa-nksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan ketenhran perizinan pemanfaatan rrang tetapi
dikenakan pula kepada pejabat pemerinteh yang berwenang yang
menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata nrang.

(41 Pemanfaatan ruang yang tidal< sesuai dengan renelna tata nrang baik
yang dilengkapi izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi
administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Ketenfuan Peraturan
Pemndang-Undangan.

Paragpaf Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 93

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasa.lg 2 ayat 14)
meliputi:
a. peringatantertulis;
b. penghentiansementarakegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
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d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. penolakan izin;
g. pembatalan izin;
h. pemulihan fungsi ruang;dan/atau
i. dendaadministratif,

l2l Ketentuan lebih laajut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 94

(1) Dalam ralgka mengoordinasikan penataan nr€rng dan kerjasama antar
sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibenhrk Tim Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

121 Untuk membanh: pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Ke{a (POKJA} yang
terbagi atas Kelompok Ke{a (POKiA) Perencanaal Tata Ruang dan
Kelompok Kerja (POKJA) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.

(3) Tugas, susunan organisasi, da:r tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusa:r Walikota.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 95

Dalam penataan rualg setiap oralg berhak untuk:
a. berperan serta dalam proses perenca-naan tata nrang, pemanfaatan mang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata

ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
c. menikmati manfaat nrang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai

akibat dari penataan ruang;dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai

akibat pelaksanaan kegiata.n pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang.
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Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

Dalam kegiatan penataan ruang masyaral<at wajib untuk:
a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;dan
b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata

nrang, pemanfaatan ruang, pengawasan ruang dan menaati rencana tata
ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 97

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara
melalui:
a. partisipasi dalam perencanaan tata rualg;
b, partisipasi dalam pemanfaatan ruang;dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

lain

Pasa] 98

(1) Partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasa197 hunrf a, meliputi:
a. masukan dari masyarakat, berupa:

1 . Persiapan pen5rusunaJl rencalra tata ruang;
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah

atau kawasan;
4. Perumusaa konsepsi rencana tata ruang;dan/atau
5. Penetapan rencana tata ruang.

b. keq'a sama dengan Pemerintah, Pemerintah Dacrah dan/atau
sesarna unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi dalarn
perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengal Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 99

Partisipasi dalam pemanfaataa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal9T
huruf b,meliputi:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. keda sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama

unsur masyara.l<at dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
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e

f

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
kegiatan menjage kepentingan pertahanal dan keamanaa serte
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi linglnrngan hidup dan
sumber daya alam;dan
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengaa Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 100

Partisipasi dalam pengenda:lian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasa197 huruf c, meliputi:
e. masukan terkait arahaIt dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau da.rl mengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instaasi dan /atau pcjabat yarrg berwenarrg dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata rueng yang telah
ditetapkan;dan

d, pengqjuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata
ru€rng.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Peran Masyarakat

Pasal 102

Untuk memberdaya-kan masyarakat dalam penataan ruang, maka:
a. pemerintah kota wajib menyediakan informasi penataan ruang dan

rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak,
elektronik atau forum pertemuan.

b. masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksala hak
dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiataa
diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan
penataa-n nrang.

c. pemerintah kota wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat
untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran memberdayakan
dan meningkatlen tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.

d. pemberdayaal masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang
dengan cara:
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1 . Memberikan dan meyelenggaralcan diskusi dan tukar pendapat,
dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum,
pendidikan dan atau pelatihan;

2. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang
kepada masyarakat secara terbuka;

3. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada
masyaral<at;

4. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
5. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi

yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan rencana tata ruang;

6. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses
perencanaan tata ruang, menilsnati manfaat ruang yang berkualitas
dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang
ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;dan

7, Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari
masyarakat dalam rangka peningkatan mufu pelayanErn ruang.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 103

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang;
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaal terhadap orang yarg diduga melakukal

tindak pidala dalam bidang penata.a.n ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat

bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
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(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat
kepolisian negara Republik Indonesia.

ayat (1)

penyidik

(4) Apabila peldcsanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindalanpenangkapan dan penahanan, penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian
neg€rra Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penytdik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipii dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang
ditindak pidana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN I.,AIN.LAIN

Pasal 105

(1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

l2l Dalam kondisi lingkungan strategls tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-
Undangan dan / atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengar
Undang-Undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari I (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

(l) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan
Perundang-Undangan yarrg berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang
telah ada tetap berlaku sepanjang tidal< bertentangan dengan atau belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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l2l Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruarg yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peratural Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

izin pemanfaatar ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuar Peratural Daerah ini maka berlaku ketentuan:
1. Bagi yang belum dilaksanakan pembangunaanya, maka izin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

2. Bagr yang sudah dilaksanakan pembangunannya, mata
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Bagi yang sudah dilaksanakax pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, md<a :

a) Izin yang telah diterbitkaa al<an diberikan disinsentif dari
pemerintah agar sesuai dengan Peraturan Daerah
ini;dan/ atau

b) lzin yatg telah diterbitkan dapat dibatalkan. terhadap
kerugian yang timbul sebagai akibat pemb ataJan izin
tersebut maka dapat diberikan penggantian yang layak
sesuai Peraturan Penrndang-Undangan.

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3"
huruf b, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :

a) Menyesuaikan kemampuan keua-rtga-n daerah; atau
b) Memperhatikan harga pasaran setempat; atau
c) Sesuai dengan tim penilai independen/apraisal/ Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP).

pemanfaatan rua,ng yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

b

c
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d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut ;

1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;dan

2, Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka
dipercepat untuk mendapatkan izin,



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempataflnya dalam lcmbaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2O2O

WALINCTA PEXAITBARU,

IRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

SEXRETARIA DAERAII KOTA PEKAITBARU,

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O NOMOR 7

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:

(1.72.D12O2Ol..

71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WIII,YAH KOTA PEKANBARU

TAHUN 2020 - 2040

I, UMUM
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai tempat maausia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya
ketersediannya tidd< terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk
mewujudkan ruang wilayah yang arnan, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan perlu dilakukan penataaa ruang yang dapat mengharmoniskan
lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan
keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta
dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi nrang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan hidup alribat pemanfaatan ruang. Kaidah
penataan ruaag ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan daJam setiap
proses perencanaan tata ruang.

Penataan rualg adalah suatu sistem proses perencanaa.n tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata
ruang adalah suatu proses untuk menefltukan struktur ruang dan pola ruang
yang meliputi pen5rusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan
ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui pen1rusunan dan pelalsanaan protram
beserta pembiayaannya. Pcngendalian pemanfaatan ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum
tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata mang kota
berupa Rencana Tata Ruang Wilayah TRTRW Kota dart rencana rinci tata
ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota.

Dalam RTRW Kota, Muatan yang diatur meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
b. rencana struktur ruang wilayah kota;
c. rencana pola ruang wilayah kota;
d. penetapan kawasaa strategis wilayah kota;
e. arahan pemanfaatan trang wilayah kota;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan tuarg wilayah kota;

c. kelembagaan penataan ruang;
h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuanlain-lain;
l. ketentuanperalihan;dan
m. ketentua-n penutup.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasa.l I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasa-l 3

Cukup jelas

Pasal

Pasd S

Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

4
Yang dimaksud dengan "amarf adalah situasi masyarakat dapat
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari
berbagai ancaman.
Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat
mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana
yarrg tenanB dan damai.
Yang dimaksud dengan "produltif adalah proses produksi dan
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus
meningkatkan daya saing.
Yang dimaksud dengan "berwawasan linglcmgan' adalah
pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber
daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan
aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk
menopangnya.
Yang dimaksud dengan 'berkelanjutan" ada.lah kondisi kualitas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi
kawasan setelah habisnya sumber daya a-lam tak tcrbarukan.

Huruf a
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala internasional, nasional, atau provinsi.
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Pasal l0
Cukup jelas

Pasal l1
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer' adalah
jalan umum yang melayani angkutan utama yang
menghubungkan antar-Pusat Kegiatan Nasional,
antara Pusat Kegiataa Nasional dan pusat Kegiatan
Wilayah, dan/atau Pusat Kegiatan Nasional/pusat
Kegiatan Wilayah dengan bandarudara pusat
penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier
dan pelabuhan internasional/ nasional

Huruf b
Yang dimaksud dengan 'ja-lan kolektor primer 1"
adalah jalan umum yang berungsi untuk melayani
angkutan pengumpul atau pembagl, yang
menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan
antera Pusat Kegiatan Wilayel dan Pusat Kegiatan
Lingkungan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "jalan tol' adalah jalan umum
untuk IaIu lintas tlenerus yang memberikan
pelayanan menerus/tidak terputus dengan
pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa
adanya persimpangan sebida-n, serta dilengkapi
dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua)
lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.

Ayat (3)

Hunrf a
Yang dimaksud denga:r "jalan kolektor primer 2"
adalah jalan umum yE ng berungsi untuk melayani
angkutan pengumpul atau pembagi, yang
menghubungkan antar Rrsat Kegiatan Lingkungan
dan antara Pusat Kegiatan Lingkungan dan Pusat
Pelayanan Kota.

Hunrf b
Yang dimaksud dengan 'jalan kolektor primer 3'
adalah jalan umum yang berungsi untuk melayani
a-ngkutan pengumpul atau pembagi, yang
menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lingkungan
dan antara Pusat Kegiatan Lingkungan dan Pusat
Pelayanan Kota.
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Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan'jalan arteri sekunder" adalah
jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan
kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder
kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Jalan kolektor sekunder,
adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder kedua atau
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal sekundef adalah
jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu
dengan perumahan, menghubungkan kawasan
sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder
ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *jalan khusus" adalah jalaa yang
dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorargan, atau
kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (7)

Hun-rf a
Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe A"
adalah terminal penumpang yang melayani kendaraan
umum unfuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi
(AKAP) dan/atau anglmtan lintas batas negara,
Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota,
dan angkutan perdesaan,

Huruf b
Yang dima.ksud dengan "terminal penumpang tipe C'
adalah termina-l penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota
dan angkutan perdesaan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat {2)

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah perairan yarlg
dari segi kedalaman, lebar, den bebas hembata.n pelayaran
Iainnya dianggap aman dsn selamat untuk dilayari,
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan sungai dan dalau
pengumpul' adalah pelabuhan sungai dan danau yang
mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang
dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam
transportasi antar provinsi atau antar kabupaten, dan memiliki
fasilitas pelabuhaa yang memadai,serta dapat memberikan
pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.

Pasal 15
Yang dlmaksud dengan "pelabuhan pengumpan regional' adalal
pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat anglrutan laut dalam negeri dalam jurnlah
terbatas, mempakan pengumpan bagi Pelabuhan Utarna dafl
Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengarr jangkauan
pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.

Pasal 16

Ayat (2)

Yarlg dimaksud dengan 'bandar udara pengumpul skala
pelayanal primer' adalah bandar udara sebagai salah satu
prasarErna penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau
sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasa1 19
Ayat {3)

Hunrf a
Yang dimaksud dengan u Gas Insulated Switchgear

/GIS.)" adalah gardu induk yang busbar dan peralatan

utamanya diletd<kan di dalam suatu tabung serta

diisolasi oleh gas SF6 satu dengan lainnya sehingga

konstruksi fisiknya menjadi kompak'

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

PasaT 22
CukuP jelas
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Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf b

Yang dimaksud dengan (sanitari landfrl? ada1ah sarana
pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan
dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan
pemadatan sampah pada area pengunrgan, serta penutupan
sampah setiap hari.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jetas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
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Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 4O

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Kawasan Peruntukan Industri yang digambarkan dalam pola ruang
RTRW Kota Pekanbaru adalah Kawasan Industri.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 5 1

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
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Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 6l
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Yang dimaksud dengan "ketentuan umum peraturan zonasi" adalah
ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota
dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun
untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruarg sesuai dengan
RTRW Kota.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasa] 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
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Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasa] 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasel 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas
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Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 9O

Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal IOO

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas
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Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 1O7

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7
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LAMPIRAN II

JARINGAN JALAN PEKANBARU

PERATURAI{ DAERAH KOTA PEI{A],I BARU
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA TATA RUANG

WIIAYAH KOTA PEI(AIYBARU
TAHUN 2020-2040

No Fungrl NAMA JAI"AN
i Jalan Arteri Sekunder Jln. Adi Sucipto
a Jalan Arteri Sekunder JIn. Ahmad Yani

Jalan Arteri Sekunder
4 Jalan Arteri Sekunder Jln. Kubang Raya
5 Jalan Arteri Sekunder Jln. Lingkar 70
6 Jalan Arteri Sekunder Jln. Pesantren
7 Jalan Khusus Jln. Comp. Caltex

Jalan Khusus Jln. ke Bandara SSK II
9 Jln. Pekanbaru By-Pass
10 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Ahmad Dahlan
11 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Amal Mulia
l2 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Angkasa
13 Jln. Arjuna
1,4 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Arwana
15 Jalan Kolektor Sekunder Jln. As-Shofa
16 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Bakti / Rengas Kulim
1.7 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Balam
18 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Bambu Kuning
t9 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Bambu Kuning I
20 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Banda Aceh
2t Jalan Kolektor Sekunder Jln. Bangau Salti
oc Jaian Kolektor Sekunder Jln. Beledang
23 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Belimbing

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Beringin
25 Jalan Kolektor Sekunder Jla. Budi Luhur
26 JIn. Bukit Barisan
27 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Buluh Cina
a9 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Buluh Cina Ujung
29 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Bundo Kanduang
30 Jalen Kolektor Sekunder Jln. Cemere Gading
31 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Cempaka
32 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Cempedak
33 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Cipta Karya
34 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Citra Sari Labersa
35 Ja]an Kolektor Sekunder Jln. Cut Nyak Dien
36 Jalan Kolektor Sekunder Jln, D.T. Setia Maharaja
5t Jalan Kolektor Sekunder Jln. Dahlia
38 Jalaa Kolektor Sekunder Jln. Damai

84

J Jln. Garuda Sakti

8

Jalan Khusus

Jalan Kolektor Sekunder

,4

Jalan Kolektor Sekunder



No Fungat NAMA JAI.AN
39 Jalan Kolektor Sekunder JLr:. Darma Bhakti Ujung
40 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Daru - Daru
41 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Delima
42 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Dharma
43 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Dharma Bakti
44 Ja.lan Kolektor Sekunder Jln, Dharma Jaya
45 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Diponegoro
46 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Diponegoro XI

Jaian Kolektor Sekunder Jln. Dr, Setiabudi
4A Jalal Kolektor Sekunder Jln. Dr. Sutomo
49 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Durian
50 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Duyung
tr1 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Dwikora
52 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Fajar
53 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Gajah Mada
54 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Gardenia
55 Jalan Kolektor Sekunder Jhr. Garuda
56 Jalan Kole ktor Sekunder JL:. Garuda (Payung Sekaki)
57 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Gatot Subroto
58 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Geringging

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Gotong Royong
60 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Gulama
61 Jelan Kolektor Sekunder Jln. Guru Sulaiman
62 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Handayani
63 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Handayani I
64 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Hang Jebat
65 Jalan Kolektor Sckundcr Jln. Harapan

Jalan Kolcktor Sekunder Jln. Hos Cokroaminoto
Jalan Kolektor Sekunder Jln. Ikan Parang

68 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Ikhlas
69 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Imam Bonjol
70 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Ir. H. Djuanda
7t Jalan Kolektor Sekunder Jln. Jati
72 Jaian Koiektor Sekunder Jln. Jati Mandiri
/.t Jalan Kolektor Sekunder Jln. Jendral

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kamboja
75 Jalan Kolektor Sekunder
76 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kartama/ Inpres

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kartikasari
78 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Kartini
?9 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Karya Bakti
80 Jalan Koiektor Sekunder Jln. Karya Bhal<ti
81 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Karya Indah
82 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Karyawan
83 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kasai
84 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kayangan / Sekolah

59

66
67

Jln. Kapau Sari



No Fungrl I{AMA JAI"AN
85 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kayr Manis (Marpoyan)

86
Ja-lan Kolektor Sekunder

Jln. Kayu Manis (Payung
Sekaki)

87 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kelapa Sawit
Jalal Kolektor Sekunder Jln. Kenanga
Jalan Kolektor Sekunder JIn. Kereta Api

90 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Kesehatan
91 JIn. KH. Wahid Hasyim
92 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kijang/T\rlip
93 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kini Balu
94 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kuantan I
95 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Kuantan II

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Kuantan Raya
97 Jln. Kulim
98 Jalan Kolektor Sekunder
99 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Lily
100 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Limbad
101 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Limbungan
102 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Lobak
103 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Lokomotif
104 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Lumba Lumba
105 Jalan Kolektor Sekunder Jln. M. Husni Thamrin
106 Jalan Kolektor Sekunder Jln. M.Yamin
t07 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Majalengka
108 Jalal Kolektor Sekunder Jln. Mangga
109 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Manunggal
110 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Mega
111 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Mekar Sari
712 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Melati (Binawidya)
113 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Melati (Marpoyan)
774 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Melati (Sukajadi)
115 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Melati 2
116 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Melati Indah
117 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Melur (Sukajadi)
118 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Melur (T\rah Madani)
119 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Merak
120 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Merak Ujung
721 Jaian Kolektor Sekunder Jln. Meranti
).22 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Mulyorejo
723 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Mustafa Yatim
124 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Mustika
125 Jalan Kolektor Sekunder Jln, Musyawarah
t26 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Nelayan
r27 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Nenas
128 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Padat Karya
129 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Palas Mekar

86
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89

Jalan Kolektor Sekunder

96
Jaian Kolektor Sekunder

Jln. Lembaga



I[o Fungrl NAMA JAI.AN
130 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Palembang
131 Jalan Kolektot Sekunder Jln. Pangeran Hidayat

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pangkalan Baru
133 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Panglima Undan
134 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Pastoren
135 Ja.lan Kolektor Sekunder Jln, PatUmura
136 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Paus
137 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Payung Sekali
138 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Payung Sekd<i (Tenayan)
139 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pembangunan
140 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pemuda
141 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pemuda Ujung
142 Jaian Kolektor Sekunder Jln. Pepaya
143 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pertanian
744 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Perwira
145 Jalan Kolektor Sekunder Jln. PGRI
t46 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pias
t47 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pinang Merah
148 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Pramuka Ujung
t49 Jalan Kolektor Sekunder Jtn. Prof. DR. Mukhtar Lutli
150 Jalan Kolektor Sekunder J1n. Purwodadi
1 5 I Jalan Kolektor Sekunder Jln. Raja Panjang
i52 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Rajawali
153 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Rajawali Sd<ti
154 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Rambuta.n
155 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Rawa Bening
156 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Rawa Mangun
157 Jalan Kolektor Sekunder JLN. RIAU
158 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Riau 1

159 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Riau Baru
160 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Rindang
161 Jaian Kolektor Sekunder Jln. Rokan Jaya
162 Jln. Ronggowarsito
163 Jalan Kolektor Sekunder Jln. S. Parman
164 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sail
165 Jalan Kolektor Sekunder
166 Jalan Kolelrtor Sekunder Jln. Samarinda
r67 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Satria
i68 Jln. Saudara
169 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sejahtera
170 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sekuntum Raya

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Senapelan
L72 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Sepakat (Dharma Bakti)
t73 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sepakat (Kulim)
174 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sepakat (UIN)

175 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Seroja

132

Jalan Kolektor Sekunder

Jln. Sam Ratulangi

Jalan Kolelrtor Sekunder

171



No Fungrl
t76 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Seroja (L,obaf<)

177 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Siak
178 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sidodadi
179 Jalan Kolektor Sekunder JIn. Sidorukun
t80 Jalen Kolektor Sekunder Jln. Sidorukun
181 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Singgalang
182 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sisingamangaraja
183 J aial Kolektor Sekunder JIn. Sri Indra
184 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sri Pa.las

185 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Srikandi
186 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Suka Karya
187 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Suka Mulya

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sukamaju
189 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sultan Syarif Qasim
190 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Sumber Sari
191 Jaian Kolektor Sekunder Jln. Sungai Kampar
192 Jalan Kolektor Sekunder
193 Jln. Swadaya
t94 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Swakarya
195 Jalan Kolektor Sekunder Jln. T. Umar
196 Jln, Taman Karya

Jalan Kolektor Sekunder Jln. Tamtama
198 Ja.lan Kolektor Sekunder Jln. Tanjung
199 Jalan Kolektor Sekunder JIa. Tanjung Datuk
200 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Taskurun
201 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Temu Bersama
202 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Temu Rasa
203 Jalan Kolcktor Sekunder Jln. Tengku Bey
204 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Tengku Kasim
205 Jalal Kolektor Sekunder Jln. Tengku Zainal Abidin
206 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Tepi Daaau
207 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Teratai
208 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Teropong
209 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Tiga Dara
2LO Jalan Kolektor Sekunder Jin. Tiung
211 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Tiung Ujung
212 Jalan Kolel;tor Sekunder Jln. Todak
213 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Todak
2t4 Jalan Koiektor Sekunder Jln. Toman
215 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Torganda
216 Jalan Kolektor Sekunder Jln. TPU Tampan
2t7 Jln. Uka
218 Jalan Kolektor Sekunder
2t9 Jln, Unggas
220 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Utama / Akasia
221 Jalal Kolektor Sekunder Jln. Wakaf

88

NAMA JAL/UT

188

Jln. Surabaya
Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder
197

Jalan Kolektor Sekunder
Jln. Umban Sari

Jalan Kolektor Selcunder



No Fungct NAUA JAI.,AI{
222 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Wr. Supratman
223 Jalan Kolektor Sekunder Jln. Yung Amat

WALIKOTA PEKANBARU,

US
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LAMPIRAN IV

RINCIAN KAWASAN OUTLINE

DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU

Sumber : Penetapan outline dalatn RTRW Prov. Riau Tahun 2018-2038
(dalam peta pola ruang)

WALIKOTA PEKANBARU,

IRDAUS

PERATURAN DAERAH KOTA PEXANBARU
NOMOR :7 TAHUN 2O20
TENTANG : RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020-2040

Kecamatan
Luas (Ha)

Kawasan Perkebunan
Rumbai o,ooo724
Payung Sekaki o,o77708

Jumlah (Ha) o,o78432
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